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ABSTRAK

Dalam hal utang piutang terkadang kredltor akan meminta jaminan kepada debitor. Dalara prakteknya
seringkal) dilemukan kredltor sclain rrteminta jaminan kebendaan kepada debitor juga meminta jaminan tambahan
berupa jaminan non kebendaan a\a.\x personal guarantee. Utang piutang antara kredltor dan debitor tidak selalu berjalan
mulus seperti yang dipeijanjikan. Penyelcsaian masalah utang piutang dapat ditempuh dengan melalui proses
kepailitan seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kevrajiban
Pembayaran UUng. Pada beberapa kasus, kcdudukan persona! guarantee yang pada awaJnya hanya menjadi pihak
ketlga yang akan mcnjamin dan menanggung pclunasan utang-utang debitor yang lalai dalam melunasi utang-
utangnya, kedudukannya dapat berubah menjadi seperti debitor utama yang dapat dituntut perlanggungjawabannya
oleh krcditor secara langsung.Permasalahan yaig akan dibahas dalam skripsi ini yaitu, Pcrtaraa,bagaimana kedudukan
hukum personal guarantee dalam hal debltur dinyatakan paillt Kedua, bagaimana pcrtanggungjawaban pihak personal
guarantee yang dinyatakan pailit tcrhadap utang debitor. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan
adalah metode yuridis normattf yaitu mengkaji teori-teori yang relevan untuk dipakm serta melihat secara langsung
penerapan hukum yang akan diambil. Adapun hasil penelitian penulis bahwa kedudukan hukum pcnjamin alau
personal guarantee apabila debitor utama dinyatakan paillt maka pcnjamin wajib membcrikan pertanggung
jawabannya kepada kredltor apabila debitor utama tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi dari
perjanjian jaminan yang telah discpakati oleh kreditor dan penjamin. Adapun pertangguna^^waban personal guarantee
yaitu kedudukan hukum persona! guarantee dalam hal debitor pailit yang mengikatkan diri secara tanggung-
menanggung untuk memenuhi perikatan si berutang manakala debitur utama sendiri yang tidak memenuhinya. Dalam
hal ini persona! guarantee dapat diindetikkan dengan peijanjian pokok sehingga proses pertanggung jawabannya yang
dilalui akan sama halnya dengan proses kepailitan debitur utama.
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BABl

PENDAHULUAN

A. Latar Bclakang

Dalam kehidupan, baik orang perorangan {natural person) maupun

suatu badan hukum {legal entity) adakalanya tidak memiliki uang yang cukup

untuk membiayai keperluan atau kegiatannya. Untuk dapat mencukupi

kekurangan uang tersebut, orang atau perusahaan antara Iain dapat

melakukannya dengan meminjam uang yang dibutuhkan itu dari pihak lain.

Dalam kehidupan memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau

suatu badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman {borrowing, atau loan,

atau credit). Dari sumber-sumber dana itulah kekurangan dana tersebut dapat

diperoleh. Apabila seseorang atau badan hukum memperoleh pinjaman dari

pihak lain (orang lain atau badan hukum lain), pihak yang memperoleh

pinjaman itu disebut debitor sedangkan pihak yang membcrikan pinjaman itu

disebut kreditor.'

Pada dasamya, pemberian kredit oleh kreditor kepada debitor

dilakukan karena percaya bahwa debitor itu akan mengembalikan

pinjamannya itu pada waktunya. Dengan demikian, faktor pertama yang

menjadi pertimbangan bagi kreditor adalah kemauan {willingness) dari debitor

untuk mengembalikan utangnya itu. Tanpa adanya kepercayaan {trust) dari

' Sutan Remi Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No 37 Tahun
200-i Tentang Kepailitan, (Jakarta: Pusiaka Ulama Graflli, 2010), him. 2



kreditor kepada debitor tersebut, niscayalah kreditor tidak akan memberikan

kredit atau pinjaman tersebut. Oleh karena itulah, mengapa pinjaman dari

seorang kreditor kepada seorang debitor disebut kredit (credit) yang berasal

dari kata credere yang berarti kepercayaan atau trust. ̂

Untuk memantapkan keyakinan kreditor bahwa debitor akan secara

nyata mengembalikan pinjamannya setelah jangka waktu pinjaman berakhir,

dalam hukum terdapat beberapa asas. Asas tersebut menyangkut jaminan.

Terdapat dua asas yang panting. Asas pertama menentukan, apabila

debitor temyata pada waktunya tidak melunasi utangnya kepada kreditor

karena suatu alasan tertentu, maka harta kekayaan debitor, baik yang bergeralc

maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di

kemudian hari, menjadi agunan atau jaminan utangnya yang dapat dijual

imtuk menjadi sumber pelunasan utang itu.

Asas ini di dalam KUHPerdata dituangkan dalam Pasal 1131 yang

bunyinya sebagai berikut:' "Segala harta kekayaan debitor, baik yang bergerak

maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada

di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan debitor."

Pasal 1131 KUHPerdata tersebut menentukan, harta kekayaan debitor

bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada kreditor yang

diperoleh dari peqanjian utang-piutang di antara mereka, tetapi untuk

menjamin semua kewajiban yang timbul dari perikatan debitor. Sebagaimana

^ Ibid, him. 3

^ Ibid



menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata, suatu perikatan (antara debitor

dan kreditor) timbul atau lahir karena adanya peqanjian di antara debitor dan

kreditor maupun timbul atau lahir karena ketentuan undang-undang. Menurut

Pasal 1234 KUHPerdata, wujud perikatan adalah "untuk memberikan

sesuatu", "untuk berbuat sesuatu", atau "untuk tidak berbuat sesuatu". Dalam

istilah hukiun, perikatan dalam wujudnya yang demikian itu disebut pula

dengan istilah presfasi. Pihak yang tidak melaksanakan prestasinya disebut

telah melakukan "wanprestasi". Apabila perikatan itu timbul karena peijanjian

yang dibuat di antara debitor dan kreditor, maka pihak yang tidak

melaksanakan prestasinya disebut sebagai telah melakukan "cidera janji" atau

"ingkar janji", atau dalam bahasa inggris disebut "m defaulf\^

Dengan kata lain, Pasal 1131 KUHPerdata tersebut tidak hanya

menentukan, harta kekayaan seorang debitor demi hukum menjadi agunan

bagi kewajiban membayar utangnya kepada kreditomya (berdasarkan

peijanjian kredit atau peganjian pinjam meminjam uang), tetapi juga menjadi

agunan bagi semua kewajiban Iain yang timbul dari perikatan-perikatan lain,

yang timbul karena undang-undang maupun peganjian selain peganjian kredit

atau peganjian pinjam meminjam uang. Di dalam kehidupan sehari-hari,

seseorang atau suatu badan hukum dapat terikat bukan dengan satu kreditor

saja, tetapi pada waktu yang bersamaan dapat pula terikat kepada beberapa

kreditor. Oleh karena Pasal 1131 KUHPerdata menentukan, semua harta

kekayaan (aset) debitor menjadi agunan bagi pelaksanaan kewajibannya

' Ibid, him. 4



bukan kepada kreditor terlentu saja tetapi juga semua kreditor lainnya, maka

perlu ada aturan main tentang cara membagi aset debitor itu kepada para

kreditomya apabila aset itu dijual karena tidak dapat membayar utang-

utangnya. Aturan main itu ditentukan oleh Pasal 1132 KUHPerdata. Ini

merupakan asas kedua yang menyangkut jaminan. Bunyi Pasal 1132

KUHPerdata adalah sebagai berikut:^

"harta kekayaan debitor menjadi agunan bersama-sama bagi semua
kreditomya, hasil penjualan harta kekayaan itu dibagi-bagi menurut
keimbangan, yaitu menurut perbandingan besar-kecilnya tagihan
masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara para kreditor itu
terdapat alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor
lainnya."

Pada umumnya, yang teijadi di dalam dunia bisnis, utang piutang

antara kreditor dan debitor tidak selalu berjalan mulus seperli yang

dipeijanjikan. Pihak debitor yang semestinya memenuhi kewajiban membayar

utang atau prestasinya, karena sesuatu Hal tidak dapat menunaikan kewajiban

atau prestasi yang semestinya diterima oleh kreditor dari debitor, sehingga

sering kali teijadi konflik antara debitor dan kreditor terkait dengan prestasi

dimaksud.

Untuk menyelesaikan permasaiahan demikian, mestinya mereka dapat

merundingkan solusi penyelesaian masalah antara lain merundingkan

permintaan penundaan pembayaran, penghapusan utang baik sebagian atau

seluruhnya. Mereka dapat pula menjual sebagian aset atau bahkan usahanya,

mengubah pinjaman menjadi penyertaan saham dan Iain sebagainya. Para

Ibid



kreditor dapat pula menggugat berdasarkan KUHPerdata mengenai

wanprestasi atau ingkar janji, bila debitor memiliki harta yang cukup untuk

membayar utang-utangnya. Selain kemungkinan diatas, bila debitor tidak

mempunyai keuangan, harta atau aset yang cukup, maka sebagai jalan terakhir

banilah para kreditor menempuh pemecahan penyelesaian melalui peraturan

kepailitan yang berlaku. Undang-Undang Kepailitan yang beriaku saat ini,

adalah Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepdlitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam undang-undang tersebut

diatur tentang tata cara mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan

niaga di daerah hukumnya.

Penyelesaian masalah utang piutang melalui proses kepailitan

sebenamya cukup rumit, namun dengan telah diundangkannya Undang-

Undang No 37 Tahun 2004, maka penyelesaian masalah utang piutang melalui

lembaga kepailitan di Pengadilan Niaga menjadi hal yang telah banyak

ditempuh oleh para pihak yang persoalan utang piutangnya bermasalah. Hal

ini antara lain disebabkan karena di dalam undang-undang tersebut telah

memberikan perlindungan hukum yang seimbang dan adil kepada kreditor,

debitor dan masyarakat.

Menurut Syamsudin M. Sinaga, dalam bukunya Hukum Kepailitan

Indonesia, maksud dan tujuan kepailitan, imtuk memberikan perlindungan

hukum yang seimbang atau adil kepada kreditor, debitor dan masyarakat yang

tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah utang piutang antara debitor

dan kreditor secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sehingga dapat menunjang



pembangunan perekonomian nasional. Secara lebih rinci, tujuan hukum

kepailitan Indonesia menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004: ®

1. Menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang

sama ada beberapa kreditor yang menagih utangnya dari debitor.

2. Menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan

yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik

debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para

kreditor lainnya.

3. Menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan

oleh salah seorang kreditor atau debitor.

4. Menjamin adanya pertumbuhan penisahaan dalam rangka

pengembangan perekonomian nasional.

5. Memberikan kesempatan kepada kreditor dan debitor

bemegosiasi imtidc merestrukturisasi utang piutang mereka

secara damai dan adil.

6. Memberikan solusi yuridis kepada debitor dan kreditor atas

masalah utang piutang mereka secara lebih mudah, murah dan

cepat.

7. Memulihkan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta

investor asing untuk mengembangkan ekonomi nasional.

' Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, (Jakarta: Tatanusa, 2012), him. 85
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Sebelum adanya Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak ada regulasi

yang menjelaskan pengertian kepailitan dan utang. Oleh karenanya, para

saijana dan praktisi hukum bisnis, membuat definisi kepailitan dan utang yang

digunakan sebagai acuan dalam praktek.^

Untuk menghindari perbedaan pemahaman tentang definisi kepailitan

dan utang, yang digunakan sebagai acuan dan praktek, para penyusun UU

tersebut telah memasukkan istilah-istilah kepailitan dan utang yang

dituangkan dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004, yaitu

antara lain;

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit

yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di

bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam

undang-undang ini.

2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena

peganjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka

pengadilan.

3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena peganjian

atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka

pengadilan.

' Ibid, him. 3



4. Debitor Pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit

dengan putusan Pengadilan.

5. Kurator adalah balai haita peninggalan atau orang perseorangan

yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan

membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim

Pengawas sesuai dengan undang-undang ini.

6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan

dalam jumlah uang balk dalam mata uang Indonesia maupun

mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul

di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena peijanjian

atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan

bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk

mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

7. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan

peradilan umum.

8. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan

dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban

pembayaran utang.

Dalam praktek pinjam meminjam seringkali ditemukan kreditor

sebagai yang berpiutang selain meminta jaminan kebendaan kepada si

berutang atau debitor juga meminta jaminan tambahan berupa jaminan non

kebendaan atau immaterial, atau personal guarantee atau borgtocht.



Dalam perkembangannya sebuah perusahaan atau badan hukum

memberikan garansi kepada kreditor berupa corporate guarantee dan ataupun

personal guarantee. Jaminan immaterial terdiri dari corporate guarantee

(jaminan perusahaan) atau personal guarantee 0aminan perorangan) sebagai

penanggung untuk menjamin kepada kreditor dalam pelunasan utang debitor.

Berkaitan dengan pemberian garansi yang biasanya diminta perbankan dalam

pemberian kredit bank, dengan adanya UU Kepailitan, seorang penjamin atau

penanggung yang memberikan personal guarantee seringkall mengalami hal

yang kurang menyenangkan sebagai akibat pihak kreditor meminta penetapan

pengadilan untuk memailitkan personal guarantee atau borgtocht.

Dalam KUHPerdata, penjamin atau penanggung diatur dalam Pasal

1831-1850. Dari ketentuan-ketentuan di dalam KUHPerdata tersebut dapat

disimpulkan bahwa seorang penjamin atau penanggung adalah juga seorang

debitor. Mengenai penanggungan dijelaskan dalam Pasal 1820 KUHPerdata

yang menyatakan bahwa penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak

ketiga demi kepentingan kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan

debitor, bila debitor itu tidak memenuhi perikatannya.

Dalam pengunisan dan pemberesan harta pailit pada kasus kepailitan,

jaminan perorangan cukup berperan sebagai pihak yang turut bertanggung

jawab dalam pelunasan utang-utang debitor kepada kreditor. Pada beberapa

kasus, kedudukan personal guarantee yang pada awalnya hanya menjadi

pihak ketiga yang akan menjamin dan menanggung pelunasan utang-utang

debitor yang lalai dalam melunasi utang-utangnya, kedudukannya dapat



berubah menjadi seperti debitor utama yang dapat dituntut

pertanggungjawabannya oleh kreditor secara langsung tanpa hams terlebih

dahulu menyita harta dari debitor utama yang pailit.

Kasus kepailitan dari penjamin ini dapat dilihat dalam perkara gugatan

pailit antara PT. Bank NISP, Tbk sebagai pemohon pailit melawan Liem Iwan

Yuwana yang bertindak sebagai penjamin yang dalam perkara ini posisinya

sebagai termohon pailit, yang akan menjamin pelunasan utang PT. Metalindo

Perwita apabila PT. Metalindo Perwita tidak dapat melunasi utangnya seperti

yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Niaga No:

72/PAILIT/20I0/PN.NIAGA.JKT.PST. Dalam kasus ini PT. Bank NISP, Tbk

sebagai pemohon membuat Akta Jaminan {Borgtochi) Perorangan dengan

Liem Iwan Yuwana sebagai termohon, sebagaimana tercantum dalam Akta

Jaminan {Borgtocht) Perorangan No 74, tertanggal 20 Juni 2006, dan Akta

Pembahan dan Penegasan Kembali Jaminan (borgtocht) Perorangan No.56

tertanggal 16 April 2007.

Tujuan akta borgtocht tersebut ditandatangani oleh Termohon pailit

tersebut adalah imtuk menjamin terlaksananya pembayaran utang PT.

Metalindo kepada Pemohon Pailit, sehubungan dengan fasilitas kredit yang

diterima oleh PT. Metalindo dari Pemohon Pailit. Kedudukan Termohon

Pailit selaku penjamin pribadi (borgtocht) tersebut raaka termohon pmlit

menjamin dan karena itu beqanji dan mengikatkan diri, untuk dan atas

permintaan pertama dari pemohon pailit dan tanpa syarat apapun

menggantikan kedudukan PT. Metalindo sebagai debitor dan/atau membayar
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dengan seketika dan sekaligus kepada pemohon pailit untuk semua utang

dan/atau kewajiban yang hams dibayar oleh PT.Metalindo kepada pemohon

pailit, baik utang pokok, bunga, biaya-biaya dan Iain-Iain jumlah uang yang

wajib dibayar berdasarkan peijanjian kredit.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, kemudian

mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: "Tanggung

Jawab Jaminan Perorangan {Personal Guarantee) Dalam Hal Debitur

Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga No:

72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST)"

B. Pcnimusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas,

maka dalam lingkup permasalahan ini penulis perlu membatasinya agar

masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sasarannya. Adapun batasan

masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum personal guarantee dalam hal debitor

dinyatakan pailit?

2. Bagaimana pertanggung jawaban pihak personal guarantee yang

dinyatakan pailit terhadap utang debitor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya penelitian

ini adalah untuk:
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1. Untuk mengetahui kedudukan hukiim personal guarantee dalam hal debitor

dinyatakan pailit.

2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban plhak personal guarantee yang

dinyatakan pailit terhadap utang debitor.

D. Manfaat Penclitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

a. Merupakan sumbangan pemikiran untuk pengembangan hukum,

khususnya tentang penyeiesaian masalah kepailitan;

b. Merupakan bahan untuk penelitian lanjutan, baik sebagai bahan

penelitian dasar maupun bahan perbandingan bagi penelitian yang lebih

luas.

2. Secara Praktis

a. Merupakan sumbangan bagi penegak hukum, terutama dalam

penyeiesaian perkara kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta;

b. Memperkaya dan menambah wawasan penulis sebagai sarana untuk

menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama kuliah;

c. Menambah wawasan dalam melakukan penelitian.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan
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Untuk mendapatkan data yang diinginkan dan mencapai hasil yang baik,

peneliti menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif

yaitu mengkaji teori-teori yang relevan untuk dipakai serta melihat secara

langsung penerapan hukum yang akan diambil.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang

pelaksanaan tanggung jawab dari jaminan perorangan dalam proses

kepailitan.

3. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder dan data primer..

a. Data sekunder

Data sekunder mempakan data yang diperoleh dari buku-buku dan

dokumen-dokumen. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan

hukum primer yang dapat membantu, menganaiisis, memahami dan

menjelaskan bahan hukum primer, antara Iain hasil-hasil penelitian,

karya tulis dari ahli hukum serta teori dan para saijana yang berkaitan

dengan permasalahan yang diteliti.® Yang termasuk data sekunder
«

diantaranya:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari

Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan

permasalahan yang dirumuskan seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Soejono dan H. Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, 1997, him. 55.
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2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan penelitian yang berasal daii

literatur, makalah dan/atau jnmal hukum, teori-teori ataupun

pendapat dari para ahli hukum.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia dan

kamus terminology hukum.

Data Tersier ini diperoleh dari :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

2. Perpustakaan Daerah Kota Padang.

3. Perpustakaan Daerah Jakarta Selatan

4. Beberapa literatur dan bahan kuliah yang penulis miliki.

5. Situs/Website Hukum

b. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian

langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan

dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti memperoleh data dengan

langsung melihat prakteknya di lapangan dengan mengadakan

wawancara secara terstruktur, dengan menggunakan daftar perlanyaan

yang telah disusun terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan pencatatan

hasil wawancara.
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4. Mctode Pengumpul Data

a. Studi Dokumen

Dalam hal ini penulis memperoleh data dari peraturan perundang-

imdangan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan

permasalahan yang penulis dapatkan di lapangan seperti putusan No 72/

PaiIit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST

b. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data yang dilakukan melalui tanya

jawab terhadap pihak-pihak yang mengetahui tentang tanggung jawab

dari jaminan perorangan dalam hal debitor dinyatakan pailit, yaitu

wawancara dengan Bapak Yuhelson, SH., MH selaku Kuasa Hukum

Kreditor.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh di lapangan diolah dengan cara: editing yaitu data

yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui

apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap

untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.

b. Analisis Data

Setelah data disajikan, kemudian dilakukan analisis kualitatif yaitu

analisis yang bukan berbentuk angka-angka tetapi berdasarkan peraturan

perundang-undangan, teori para ahli dan logika untuk memperoleh

kesimpulan yang relevan.
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F. Sistematika PenulisaD

Untuk mempermudah melakukan, mengkaji, dan membahas penelitian ini

maka penulis membagi sistematika penulisan ini kedalam empat bab sebagai

berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka

teoritis dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang tinjauan mengenai kerangka teoritis dan

konseptual tentang tinjauan umum kepailitan, serta tentang tinjauan

umum hak jaminan.

BAB III: PEMBAHASAN

Merupakan bagian dari pembahasan tentang kedudukan hukum

personal guarantee dalam hal debitor dinyatakan pailit serta

membahas tentang pertanggung jawaban pihak personal guarantee

yang dinyatakan pailit terhadap utang debitor.

BAB IV: PENUTUP

Merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

yang bermanfaat dari keseluruhan hasil penelitian.
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BAB 11

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

I. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

A. Pengertian Kepailitan dan Syarat-Syarat Kepailitan

Istiiah "Pailit" berasal dari kata Belanda "Failliet". Kata Failliet

berasal dari kata Perancis "Failite" yang artinya mogok atau berhenti

membayar. Orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa

Perancis disebut "Xe Faillf. Kata keqa Faillir yang berarti gagal. Dalam

bahasa Inggris kita mengenal kata 'To FaiF yang artinya juga gagal. Di

Negara yang menggunakan bahasa Inggris untuk pengertian Pailit

menggunakan istiiah Bankrup dan untuk Kepailitan menggunakan istiiah

Bankruptcy. Dalam bahasa Indonesia menggunakan istiiah Pailit dan

Kepailitan.^

Pailit dapat diartikan sebagai suatu usaha bersama untuk mendapat

pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan tertib, agar semua

kreditor mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang

masing-masing dengan tidak berebutan.'®

Menurut Poerwadarminta, "pailit" artinya "bankrut"; dan "bankrut"

artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan

' Sutamo, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, (Bandung: Alfabeta, 2003),
Hlm.344

'°Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Conioh Kasus, (Jakarta:
Kencana, 2011), hltn. 133
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sebagainya). Menurut John M. Echols dan Hassan Shadily, bankrupt

artinya bankrut, pailit dan bankruptcy artinya kebangkrutan, kepailitan.

Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan

bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut, antara Iain,

seseorang yang oieh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt dan yang

aktivanya atau warisannya telah dipemntukkan untuk membayar utang-

utangnya.'^

Dalam Pasal 1 Butir 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberikan definisi

"Kepailitan", yaitu sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang

pengunisan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah

pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

ini.

Sedangkan kepailitan menurut M. Hadi Shubhan merupakan

putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh

kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di

kemudian hari. Pengunisan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh

kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama

menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar

"Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Pz-fjktek, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2010), him. 7
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seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional dan sesuai

dengan struktur kreditor.'^

Persyaratan untuk mengajukan permohonan pemyataan pailit telah

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yang berbunyi "Debitor

yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat

dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu

atau lebih kreditomya".

Dari peraturan mengenai persyaratan pengajuan permohonan pailit

yang ada di dalam UU Kepailitan tersebut, maka dapat diuiaikan'

persyaratannya sebagai berikut:

1. Syarat adanya dua kreditor atau lebih

Untuk dapat dinyatakan pailit, debitor harus memiliki sekurang-

kurangnya 2 kreditor. Setiap kreditor memiliki hak yang sama imtuk

mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitor. Jika debitor

hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor

otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor. Dengan

demikian, debitor tidak dapat dituntut pailit, jika debitor hanya

mempunyai satu kreditor.

Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam

KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:

'^M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Nortna. dan Praktik di Peradilan,
(Jakarta: Kencana, 2009), him. I

Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), him. 5
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a. Kreditor konkuren

Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak pari passu dan

pro rata, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh

pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan

pada besamya piutang masing-masing dibandingkan terhadap

piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta

kekayaan debitor tersebut.

b. Kreditor preferen (yang diistimewakan)

Kreditor preferen yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-

mata karena ada sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih

dahuiu.

c. Kreditor separatis

Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan in rem, yang dalam

KUHPerdata disebut dengan nama gadai dan hipotek.

2. Syarat hams adanya utang

Definisi mengenai utang tidak dijelaskan dalam UU No 4 Tahun

1998, oleh karena Itu dalam perkembangannya, pengertian mengenai

utang menimbulkan banyak penafsiran yang beraneka ragam baik

pengertian secara sempit maupun secara luas.

Menurut Kartini dan Gunawan Widjaja, utang adalah perikatan,

yang mempakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta

kekayaan yang haras dipenuhi oleh setiap debitor dan bila tidak

dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitor.
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Pada dasamya UU Kepailitan tidak hanya membatasi utang sebagai

suatu bentuk utang yang bersumber dari peganjian pinjam meminjam

uang saja.'"'

3. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Menurut Jono, S.H, syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu

dan dapat ditagih menunjukkan bahwa utang harus lahir dari

perikatan sempuma (adanya schuld dan haftung). Dengan demikian,

jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya schuld

tanpa haftung) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pemyataan

pailit. Jadi, meskipim debitor mempunyai kewajiban untuk melunasi

utang itu, kreditor tidak mempunyai alas hak untuk menuntut

pemenuhan utang tersebut.'^

4. Syarat Pemohon Pailit

Sesuai dengan pasal 2 UU Kepailitan, pihak yang dapat

mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut;

a. Debitor sendiri

Jika debitor masih terikat dalam pemikahan yang sah, permohonan

hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang

menjadi pasangannya.

'■* Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan,
(Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm.l 1.

Jono, Op.Cil.,, him. 11
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b. Seorang kreditor alau lebih

Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah kreditor

konkuren, preferen dan separatis.

c. Kejaksaan

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan

demi kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa dan negara

dan/atau kepentingan masyarakat luas.

d. Bank Indonesia

Bank Indonesia dapat mengajukan permohonan pailit, apabila

pihak yang ingin dipailitkan adalah bank. Bank Indonesia

mengajukan permohonan pailit dengan berdasarkan penilaian

kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.

e. Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam

Bapepam dapat mengajukan permohonan pailit, apabila perusahaan

yang ingin dipailitkan adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga

kiiring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan

penyelesaian.

f. Menteri Keuangan

Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan pailit apabila

pihak yang ingin dipailitkan adalah perusahaan asuransi,

perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di

bidang kepentingan publik, dengan maksud untuk membangun

kepercayaan masyarakat terhadapal usaha-usaha tersebut.
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B. Pengaturan Hukum Kepailitan

Peraturan kepailitan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda,

yaitu S. 1905-217 juncto S. 1906-348, dalam praktek peraturan tersebut

hampir-hampir tidak dipakai. Sangat sedikit kasus-kasus yang ada saat

itu yang mencoba memakai peraturan tersebut. Dan, kalaupun peraturan

tersebut diterapkan, hanya terhadap kasus-kasus kecil.'^

Namun, dengan keluamya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang

kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yang

memperbaharui peraturan kepailitan yang lama, maka serta merta dunia

hukum diramaikan oleh diskusi dan kasiis-kasus kepaillitan di

pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga. Salah satu keunggulan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ini adalah prosedumya yang

serba cepat. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tersebut kemudian

diperbaiki dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(PKPU).'

C. Asas dan Prinsip Kepailitan'

Asas hukum yang umumnya berlaku dalam hukxim perdata dan

hukum acara perdata, juga menjadi asas hukum yang berlaku dalam

hukum kepailitan Indonesia, kendatipun tidak disebutkan secara tegas.

Asas hukum kepailitan yang diatur dalam hukum perdata merupakan

17

.18

Munir Fuady, Op. Cil, him. 1.

"Ibid

Syamsudin M.Sinaga, Op.Cit, him. 41-44
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asas umum Hukum Kepailitan Indonesia, sedangkan asas khususnya

adalah sebagaimana diatur dalam UU No 37 Tahun 2004.

1. Asas umum

Asas umum hukum kepailitan Indonesia diatur dalam Pasal

1131 KUHPdt yang disebut dengan prinsip kesamaan kedudukan

kreditor (paritas creditorium dan pasal 1132 KUHPdt yang disebut

dengan prinsip pari passu prorate parte, yaitu semua kreditor

mempunyai hak yang sama atas harta debitor, kecuali ada alasan-

alasan yang sah untuk didahulukan.

a). Prinsip Paritas Creditorium

Prinsip ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPdt:

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun

yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan

ada di kemudian hari, menjadi tanggimgan untuk segala

perikatan perorangan."

b). Prinsip Pari Passu Prorate Parte

Prinsip ini diatur dalam Pasal 1132 KUHPdt:

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua

orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan

benda-bcnda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu

menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila

di antara para berpiutang itu ada aiasan-alasan yang sah untuk

didahulukan."
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2. Asas Khusus

Selain asas umum yang diatur dalam KUHPdt, Hukum

Kep^litan Indonesia juga mempunyai asas khusus sebagaimana

diuraikan dalam penjelasan ximum UU Nomor 37 tahun 2004. Asas-

asas tersebut antara lain:

a) Asas keseimbangan

b) Asas kelangsungan usaha

c) Asas keadilan

d) Asas integrasi

D. Akibat Hukum Kepailitan

Bahwa dengan teqadinya kepailitan debitor, maka menimbulkan

banyaknya akibat yuridis yang diberlakukan kepadanya oleh undang-

undang. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitor dengan

dua mode pembekaian, yaitu:

1. Berlaku demi hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (by the

operation of law) segera setelah pemyataan pailit dinyatakan atau

setelah pemyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun

setelah berakhimya kepailitan. Dalam hal ini, pengadilan niaga, hakim

pengawas, kurator, kreditor, dan siapa pun yang terlibat dalam proses

"MunirFuady, Op.C//., him 61-62
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kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk

teijadinya akibat yuridis lersebut.

2. Berlaku secara rule of reason

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku rule of

reason. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak

otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh plhak-

pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk

diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya

akibat-akibat hukum tertentu tersebut, misalnya kurator, pengadilan

niaga, hakim pengawas, dan Iain-lain.

Oleh karena itu, berlakunya suatu akibat hukum tidaklah sama.

Ada yang dimintakan kepada pihak tertentu dan perlu persetujuan dari

institusi tertentu, tetapi ada juga yang berlaku karena hukum, begitu

putusan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

Dalam Pasal 21 Undang-undang Kepailitan disebutkan, kepailitan

meliputi seliuuh kekayaan debitor pada saat putusan pemyataan pailit

diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dengan

demikian, bahwa kepailitan berkaitan dengan harta benda debitor. Oleh

karena itu dengan dinyatakan pailit, maka^":

1. Debitor,

a. Kehilangan hak menguasal dan mengurus harta kekayaannya.

Scntosa Sembiring, Hukum Kepailitan Dan Peraturan Penindang-iindangan Yang

Terkait Dengan Kepailitan, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2006), him 30
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b. Perikatan yang muncul setelah pemyataan pailit tidak dapat

dibebankan ke budei pailit.

c. Tujuan terhadap harta pailit diajukan ke dan atau oleh kurator.

d. Penyitaan menjadi hapus.

e. Bila debitor ditahan hams dilepas.

2. Terhadap Pemegang Hak Tertentu,

a. Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau

hak agunan lainnya dapat mengeksekusi seolah-olah tidak ada

kepailitan.

b. Pelaksanaan hak tersebut hams dilaporkan ke kurator.

E. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Pemberesan harta pailit dilakukan setelah harta pailit berada dalam

keadaan insolvensi. Pemberesan dilakukan oleh kurator selaku eksekutor

atas putusan pailit. Kurator dapat meminta bantuan aparat keamanan bila

dipandang perlu dalam rangka membereskan harta pailit. Setelah harta

pailit berada dalam keadaan insolvensi, kurator wajib dengan segera

melakukan pemberesan. Tugas membereskan adalah pekeijaan yang pada

pokoknya bersifat yuridis. Tugas membereskan antara Iain adalah

menjual harta pailit dan hasil penjualan itu dibagikan kepada kreditor

secara prorate atau proporsional. Hakim pengawas setiap saat bila

dipandang perlu, dapat memerintahkan kurator untuk membagikan hasil

penjualan budel pailit kepada kreditor yang telah dicocokkan piutangnya.
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Penjualan harta pailit dapat dilakukan secara lelang maupun di

bawah tangan. Penjualan dt bawah tangan wajib dengan izin Hakim

Pengawas. Izin yang diberikan oleh Hakim Pengawas kepada Kurator

merupakan wujud dari tugasnya sebagai pengawas. Oleh karena itu.

Hakim Pengawas hams hati-hati sebelum mengeluarkan izin. Izin

menjual yang diberikan oleh Hakim Pengawas pada hakikatnya adalah

untuk meningkatkan niiai harta pailit. Demikian juga halnya penjualan

yang dilakukan oleh kurator, baik secara lelang maupun di bawah tangan,

hams tetap bertujuan untuk meningkatkan nilai budel pailit. Sebelum

dijual, harta pailit hams dinilai oleh penilai. Kurator tidak boleh menjual

harta pailit di bawah harga yang telah ditentukan oleh penilai. Harga jual

hams paling tidak setara dengan harga yang telah ditentukan oleh penilai,

setara dengan harga pasar, atau sama dengan harga Nilai Jual Objek

Pajak (NJOP). Setiap kumn waktu tertentu (antara 6-12 bulan), Apabila

ada budel pailit yang belum teijual, namun sudah pemah dinilai, maka

sebaiknya diadakan lagi penilaian untuk menentukan harga yang patut.

Karena dalam kumn waktu tersebut besar kemungkinan sudah teijadi

pembahan, baik terhadap harta pailit maupim harganya.

Semua harta debitor pailit hams dijual di muka umum atau melalui

lelang, baik yang dilakukan oleh balai lelang pemerintah maupun balai

lelang swasta.

Dalam hal penjualan secara lelang tidak tercapai, maka dapat

dilakukan penjualan di bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas yang
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dibuat dengan penetapan. Semua harta pailit yang tidak segera atau sama

sekali tidak dapat dibereskan, maka Kurator yang memutuskan tindakan

yang hams dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim

Pengawas. Untuk pemberesan harta pailit, Kurator dapat mengggunakan

jasa Debitor pailit.^'

F. Actio PauUana

Menurut Munir Fuady dalam bukunya, menyatakan bahwa actio

pauliana adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang

dilakukan oleh debitor untuk kepentingan debitor tersebut yang dapat

merugikan kepentingan pada kreditomya. Misalnya, menjual barang-

barangnya sehingga barang tersebut tidak dapat lagi disita-dijaminkan

oleh pihak kreditor.^

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1341

dijelaskan mengenai actio pauliana, yaitu:

"Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan

batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan

oleh si bemtang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-

orang yang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan itu

dilakukan, balk si beratang maupim orang dengan atau untuk siapa

si bemtang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu raembawa

akibat yang memgikan orang-orang yang berpiutang.

Syamsudrn M. Sinaga, Op. Cit, him 207-208

Munir Fuady, Op.Cil, him 85
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Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang

pihak ketiga atau barang-barang yang menjadi pokok perbuatan

yang batal itu dilindungi.

Untuk mengajukan batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan

dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si benitang

membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan

itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang

yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang

menerima keuntungan jugamengetahui atau tidak."

Ada satu unsur penting yang menjadi patokan dalam pengaturan

actio pauliana dalam pasal 1341 KUHPerdata, yaitu unsur iktikad baik

(good faith). Pembuktian ada atau tidak adanya unsur iktikad baik

menjadi landasan dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk

perbuatan yang tidak diwajibkan atau diwajibkan?^

Syarai yang wajib dipenuhi untuk mengajukan pembatalan

perbuatan debitor pailit berdasarkan actio pauliana:

a. Debitor pailit telah melakukan perbuatan hukum

b. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitor pailit

c. Perbuatan hukum dimaksud mengakibatkan kerugian bagi kreditor

d. Debitor pailit mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa

perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor

23 Jono, Op. Cit, him 135
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e. Orang yang menerima perbuatan itu juga mengetahui atau sepatutnya

mengetahui bahwa perbuatan hukum debitor pailit merugikan kreditor

f. Perbuatan hukum itu dilakukan satu tahun sebelum putusan pailit yang

telah berkekuatan hukum tetap diucapkan?"*

Syarat atau rukun tersebut di atas bersifat kumulatif. Semua syarat

harus dapat dibuktikan oleh kurator di persidangan. Apabila salah satu

nikim tidak dapat dibuktikan, maka perkara pembatalan ditolak oleh

majelis hakim.

2. Tinjauan Umum Hak Jaminan

A. Pengertian Jaminan dan Penjamin

Istilah jaminan merupakan teijemahan dari Bahasa Belanda, yaitu

zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cautie mencakup secara umum

cara-cara kreditor menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping

pertanggung jawaban umum debitor terhadap barang-barangnya atau

dapat dikatakan pengertian jaminan adalah menjamin dipenuhinya

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang tinbul dari suatu

perikatan hukum.^^

Pengertian jaminan menurut Mariam Darus Badnilzaman adalah

suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor dan atau pihak

ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu

Syamsudin M. Sinaga, Op. Cif, him 188
^ Salim, H.S, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2004), him 21
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perikatan.^^ Adapun Suyanto, ahli hukum perbankan mendefinisikan

jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pemyataan kesanggupan

seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.^' Di sisi

lain, Hartono Hadisaputro berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu

yang diberikan kepada krcditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa

kreditor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang

^ A

timbul dari suatu perikatan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hidcum Perdata tidak diatur secara

tegas tentang apa yang dimaksudkan dengan jaminan itu. Namun

demikian dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata dapat

diketahui aiti dari jaminan tersebut.

Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa:

"Segala kebendaan si berhutang (debitor) baik yang bergerak

maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang

baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan suatu segala

perikatan pribadi debitor tersebut".

Kemudian dalam ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan

bahwa:

"Kebendaan tersebut dalam 1131 menjadi jaminan bersamabagi

para kreditor, dan hasil pelelangan kebendaan tersebut dibagi

Mariam Dams Badmlzaman, Permasalahan Hukum Hak Jaminan dalam Hukum

Bisnis, 2000, him 12

Thomas Suyanto, Dasar-Dasar Perkredilan (Jakarta; Gramedia, 1998), him 70

Hartono Hadisaputro, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan

(Yogyakarta: Liberty, 1984), him 50
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diantara para kreditor seimbang menurut besar kecilnya piutang

mereka masing-masing, kecuali alasan-alasan yang sah untuk

mendahulukan piutang yang satu dengan yang lain".

Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

No 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentangjaminan pemberian

kredit dikemidcakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas

kesanggupan debitor imtuk melunasi kredit sesuai dengan peijanjian.^'

Penjamin adalah debitor dari kewajiban untuk menjamin

pembayaran oleh debitor.^'' Seorang penjamin berkewajiban untuk

membayar utang debitor kepada kreditor manakala debitor lalal atau

cidera janji, penjamin bam menjadi debitor atau berkewajiban untuk

membayar setelah debitor utama yang utangnya ditanggung cidera janji

dan harta benda milik debitor utama atau debitor yang ditanggung telah

disita dan dilelang terlebih dahulu tetapi hasilnya tidak cukup untuk

membayar utangnya, atau debitor utama lalai atau cidera janji sudah tidak

mempunyai harta apaptm. Maka berdasarkan ketentuan tersebut penjamin

atau penanggung tidak wajib membayar kepada kreditor, kecuali debitor

lalai membayar.

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang

menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan, dimana yang

Salim, H.S,0p.C//,hlin21

Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jmvab Kurator dalam Peng;urusan dan
Pemberesan Harta Pailif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), him. 33
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bertindak sebagai pemberi jaminan ini adakah orang atau badan hukum

yang membutuhkan fasilitas kredit.

Penanggimgan utang atau borgtocht adalah suatu persetujuan

dimana pihak ketiga guna kepentingan kreditor, mengikatkan dirinya

untuk memenidii kewajiban debitor apabila debitor bersangkutan tidak

dapat memenuhi kewajibannya.^'

B. Bentuk-Bentuk Jaminan

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di

Indonesia dan dengan yang berlaku di luar negeri. Dalam pasal 24

Undang-Undang Nb 14 Tahun 1967 tentang Perbankan ditentukan bahwa

"Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan".^^ Secara

umum jaminan dibedakan atas dua macam, yaitu:

1. Jaminan materil atau jaminan kebendaan

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, pengertian jaminan

kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda,

yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda

tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti

bendanya dan dapat dialihkan.^^ Jaminan kebendaan dapat

digolongkan menjadi 5 macam, yaitu^"*;

a. Gadai (pand), yang diatur di dalam Bab 20 Baku 11 KUHPerdata;

''Ubid

Salim ti.S.Op.Cit, him 23

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia dan Pokok-Pokok
Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, (Yogyakarta; Liberty, 1980), him 46 ■

Salim H.S, Op.Cit, him 24-25
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b. Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUHPerdata;

c. Credietverband, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542

sebagaimana telah diubah dengan Stb 1937 Nomor 190;

d. Hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4

Tahun 1996;

e. Jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42

Tahun 1999.

Pembebanan hak atas tanah yang menggunakan lembaga hipotek

dan credietverband sudah tidak berlaku lagi karena telah dicabut

dengan Undang-Undnag Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

tanggungan.

Ada dua pertimbangan yang setidaknya menjadi prasyarat utama

untuk sesuatu benda dapat diterima sebagai jaminan, yaitu:

1) Secured, artinya benda jaminan kredit dapat diadakan pengikatan

secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan

perundang-undangan. Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dari

debitor, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan

tindakan eksekusi.

2) Marketable, artinya benda jaminan tersebut bila hendak dieksekusi

dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh

kewajiban debitor.

^^http://raimondfloralamanda5ia.blogspot.com/2008/l2/ianiinan-ncroranean-dan-

iaminan.html Raimond F. Lamandasa, Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan, diakses

tanggal 11 Februari 2013 Pukul 11.10
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2. Jaminan imateriil atau jaminan perorangan

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, jaminan imateriil atau

jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbuikan hubungan

langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan

terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor umumnya.^^

Jaminan perorangan dapat digolongkan menjadi 3 macam^^:

a. penanggung (J>org) adalah orang lain yang dapat ditagih;

b. tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng; dan

c. peijanjian garansi.

C. Pengertian Hak Jaminan Perorangan dan Kedudukannya

Istilah jaminan perorangan berasal dari kata borglocht. Ada juga

yang menyebutkan dengan istilah jaminan imateriil. Pengertian jaminan

perorangan dapat dilihat dari berbagai pandangan dan pendapat para ahli.

Soebekti berpendapat, jaminan perorangan adalah suatu peijanjian antara

seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang ketiga, yang menjamin

dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitor). la bahkan dapat diadakan

di luar (tanpa) si berhutang tersebut.

Soebekti mengkaji jaminan perorangan dari dimensi kontraktual

antara kreditor dengan pihak ketiga. Selanjutnya ia mengemukakan,

bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si

berhutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu

bagian tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) dapat disita dan

^®Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.Cii, him 47
" Salim H-S. 0/7.C/7, him 25
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dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan

pengadilan.^^

Berikut dibawah ini merupakan tahap-tahap dari peijanjian

penjaminan, antara lain

1. Pertama, yakni melakukan penandatanganan peijanjian kredit. Tahap

ini didahului dengan dibuatnya peganjian pokok yaitu peijanjian

kredit antara kreditor dan debitor;

2. Kedua, yakni penandatanganan akta borgtocht yang memuat

ketentuan seperti identitas para pihak, data-data dari peijanjian pokok,

nilai penjaminan dan lainnya. Pada tahap ini merupakan tahap ianjutan

setelah dibuatnya peijanjian pokok yaitu tahap pembuatan akta

borgtocht antara kreditor dan pihak ketiga yang mengikatkan diri

sebagai penjamin atau penanggung utang.

Adapun hal-hal yang mengakibatkan hapusnya kewajiban penjamin

antara lain adalah sebagai berikut"'^:

1. Hapusnya peganjian penjaminan/penanggung (borgtocht) tergantung

dari peijanjian kredit atau peijanjian utang lainnya sebagai peijanjian

pokok. Dalam artlan bilamana peijanjian kredit hapus maka peijanjian

penjaminan juga turut hapus;

2. Hapusnya penjaminan disebabkan karena penjamin dibebaskan atau

diberhentikan dari kewajiban sebagai penjamin;

"/6/rf,hlm2l8
http://www.tanvahukuin.com/Derianiian/228/Aorgloc/;f/ Borgtocht, diakses tanggal 11

Febniari20l3 pukul 13.35

'"ibid
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3. Hapusnya penjaminan dalam hal kreditor dengan sukarela telah

menerima pembayaran dari penjamin berupa benda-benda bergerak

atau tidak bergerak sebagai pembayaran atas utang debitor.

D. Kedudukan Hak Jaminan Perorangan dalam Kepaiiitan

Personal guarantee kedudukannya sebagai peijanjian accessoir

antara Kreditor dengan Plhak Ketiga (Guarantor). Penjamin dalam KUH

Perdata diberikan hak istimewa, yaitu hak bagi Penjamin tidak

diwajibkannya membayar kepada kreditor kecuali jika Debitor Utama

lalai dan atas kelalaiannya, harta benda Debitor Utama" terlebih dahulu

disita untuk selanjutnya dilelang dan hasilnya digunakan untuk melunasi

utang-utang, maka penjamin atau guarantor dapat ditagih untuk melunasi

utang ataupun sisa utang dari Debitor Utama yang belum terbayar.

Namun dcmikian, apabila Penjamin melepaskan hak istimewa tersebut

yang diberikan hukum kepadanya, maka -penjamin dapat dimintai

pertanggungjawaban secara langsung atas kelalaian Debitor Utama oleh

kreditor. Dalam perkara kepaiiitan Kreditor dapat langsung mengajukan

permohonan kepaiiitan terhadap penjamin atau guarantor yang telah

melepaskan hak istimewanya tersebut.""

^'http://isisikhwansvah.blogSDOt.coni/2QI 1/06/debitor-Dailit-hubungannva-denean.html
isis Ikhwansyah, diakses tanggal 26 Febniari 2013 pukul 14.40
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BAB III

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Personal Guarantee Dalam Hal Debitor Dinyatakan

Pailit

Dalam KUHPerdata, jaminan perorangan {personal guarantee) diatur

pada Bab XVII yaitu mengenai peijanjian penanggungan. Pada Pasal 1820

KUHPerdata menjelaskan bahwa peganjian penanggungan adalah peijanjian

dengan adanya pihak ketiga yang setuju untuk kepentingan si berutang

mengikatkan diri imtuk memenuhi perikatan si berutang, apabila pada

waktunya si berutang sendiri tidak berhasil memenuhi kewajibannya.

Penjaminan atau penanggungan diatur di dalam Pasal 1831 sampai

dengan Pasal 1850 KUHPerdata. Dari ketentuan-ketentuan dalam

KUHPerdata itu dapat disimpulkan bahwa seorang penjamin atau penanggung

adalah juga seorang debitor. Penjamin atau penanggung adalah juga seorang

debitor yang berkewajiban melunasi utang debitor kepada kreditor atau para

kreditomya apabila tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan atau

dapat ditagih. Oleh karena penjamin atau penanggung adalah debitor, maka

penjamin atau penanggung dapat dinyatakan pailit berdasarkan Undang-

Undang Kepailitan.''^

Dalam hal penjaminnya adalah pribadi, maka yang perlu diperhatikan

adalah status sosial dan status ekonomi garantor itu. Bonafilitas garantor

42 Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cii, him 97-98
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secara ekonomi dan status sosialnya di dalam masyarakat, menjadi syarat

penentu dan dapat dijadikan alasan, dapat tidaknya garantor itu diterima

kreditor. Berkaitan dengan garantor pribadi ini, apabila peijanjian kredit jatuh

tempo, dan debitor tidak dapat membayar utang-utangnya, maka debitor dapat

dimohonkan pailit. Seteiah debitor dinyatakan pailit, lalu semua hartanya

dijual oleh kurator untuk membayar utang-utangnya. Apabila hasil penjualan

itu tidak mencukupi untuk meiunasi utang-utangnya, maka kurator dapat

menjual harta garantor untuk menutupi kekurangannya. Jadi, garantor baru

tampil memenuhi kewajibannya apabila debitor (utama) sudah kehabisan harta

untuk membayar utang-utangnya."*^

SeJama ini sering tidak disadari baik oleh bank maupun oleh para

pengusaha bahwa seorang personal guarantor dapat mempimyai konsekuensi

hukum yang jauh apabila personal guarantor itu tidak melaksanakan

kewajibannya. Konsekuensinya ialah bahwa garantor dapat dinyatakan pailit.

Banyak banker merasa bahwa personal guarantee hanya memberikan ikatan

moral dari penjaminnya. Hal itu tidak benar. Menuiut Pasal 24 Undang-

Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan

pemyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai

kekayaannya yang dimasukkan dalam harta pailit terhitung sejak hari

pemyataan pailit diputuskan. Dengan demikian, seorang penjamin yang

Syamsudin M Sinaga, Op.Cil, him 408
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dinyatakan pailit oleh pengadilan tidak lagi dapat melakukan bisnis untuk dan

atas nama pribadinya.

Pada jaminan perorangan jika teijadi kepailtan, kreditur mempunyai

hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada debitur yang utama juga

kepada penanggung atau dapat menuntut pemenuhan kepada debitur lainnya.

Jaminan perorangan demikian dapat teijadi jika kreditur mempunyai seorang

penjamin (borg) atau jika ada pihak ketiga yang mengikatkan diri secara

tanggung menanggung dalam debitur. Hal ini teijadi jika ada peijanjian

penanggungan {borgtocht) atau pada peqanjian tanggung-menanggung secara

pasif. Kecuali karena adanya peijanjian yang-sengaja diadakan, pihak ketiga

juga dapat mengikatkan diri secara perorangan pada kreditur untuk

pemenuhan perutangan berdasarkan ketentuan undang-undang."'^

Pada jaminan perorangan kreditur merasa teijamin karena mempunyai

lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih untuk memenuhi piutangnya,

maka pada jaminan kebendaan kreditur merasa teijamin karena mempunyai

hak didahulukan (preferensi) dalam pemenuhan piutangnya atas hasil eksekusi

terhadap benda-benda debitur."*^

Apabila debitor dinyatakan pailit yang mana hutang tersebut dijamin

oleh jaminan perorangan atau penjamin sendiri yang menjadi jaminan maka

berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata yaitu segala harta

Sutan remy sjahdeini, Op.Cit, him 97-98

-15 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.CH, him 48-49

Ibid
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kekayaan penanggung baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap

(benda tidak bergerak) baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di

kemudian hari menjadi jaminan atau agunan bagi perikatan yang dibuat

dengan kreditor sehingga harta penanggung juga masuk daJam harta pailit

sebab jika tidak maka peijanjian yang dibuat antara kreditor dan penjamin itu

tidak ada artinya sama sekali.^'

Dalam hal ini maka berlaku asas paritas creditorium dimana

pembayaran atau pelunasan utang dilaksanakan secara berimbang dengan

demikian dalam kepailitan debitor maka para kreditor pemegang hak jaminan

perorangan hanya akan berkedudukan sebagai kreditor konkuren saja^ yang

bersaing dalam pemenuhan piutangnya, karena dalam jaminan perorangan

tidak ada benda tertentu sebagai obyek jaminan."'®

Adanya jaminan perorangan, kreditor akan merasa lebih aman dari

pada tidak ada jaminan sama sekali karena dengan adanya jaminan perorangan

kreditor dapat menagih tidak hanya pada debitor tetapi pada pihak ketiga yang

menjaminnya dan kadang terdiri atas beberapa orang."'® Sehingga apabila

peijanjian utang piutang itu dijamin dengan jaminan perorangan, sedang

dalam peijanjian jaminan perorangan itu tidak ada benda tertentu milik

penanggung yang diikat, disini hanya berupa kesanggupan saja dari pihak

" Christina Ema Widiastuti, Tesis Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian
Jaminan Perorangan (BorgtochI) dalam Kepailitan Debittir, (Semarang; Magister Kcnotariatan
Program Pasca Sarjana Undip, 2002), him 72-77

Ibid

''Ibid

42



penanggung untuk menanggung hutang debitor apabila debitor wanprestasi

atau ingkar janji maka akan berlaku ketentuan jaminan secara umum yang

diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.^®

Dengan demikian maka apabila debitor dinyatakan pailit sedang haita

pailit tidak mencukupi untuk menutup hutang-hutang debitor, maka harta

milik penjamin yang belum terbebani hak tanggungan dan hak-hak agunan

lainnya maka dapat dimasukkan ke dalam harta pailit sebesar apa yang telah

diperjanjikan dalam peijanjian penanggungan, hal ini sesuai dengan keadilan

dan taat pada asas moral yaitu siapa yang beijanji hanislah menepati janji

itu.^'

Pengajuan permohonan pailit terhadap penanggung merupakan hal

yang cukup lumrah, khususnya apabila penanggung adalah penanggung

perusahaan. Pengadilan niaga pemah menerima dan memutus pailit berbagai

permohonan pailit yang ditujukan kepada penanggung perusahaan. Namun

tidak demikian halnya dengan permohonan pailit yang diajukan terhadap

penjamin pribadi. Hanya sedikit permohonan pailit yang diajukan terhadap

penjamin pribadi, begitu juga kasus dipaililkannya penjamin pribadi oleh

majelis hakim niaga. Tidak ada penjelasan mengenai hal itu, tapi secara umum

ada kecendrungan bahwa kreditur enggan berurusan dengan debitor pribadi

untuk alasan praktis.

Ibid

" Ibid
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Pada prosesnya secara umum dalam tenggang waktu 15 hari hakim

pengawas beserta Kurator dan para kreditor bersama-sama mengadakan rapat

dalam rangka mengevaluasi data baik yang menyangkut harta pailit serta

jumlah kreditor beserta besamya piutang masing-masing. Apabila di dalam

rapat tersebut, berdasarkan pencocokan utang piutang temyata harta pailit

tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutang debitor pada kreditor maka

harta kekayaan seorang penjamin yang belum terbebani hak tanggungan dan

hak agunan lainnya dapat dimasukkan kedalam harta pailit sebagai sumber

pelunasan bagi hutang debitor pada kreditor.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan. di Pengadilan Niaga

Jakarta Pusat, ada beberapa kasus kepailitan dari garantor atau personal

guarantee yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang

berhasil penulis dapatkan, salah satunya adalah putusan dengan No

72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST.

Perkara diawali dengan perraohonan pailit yang diajukan kepada

pengadilan niaga Jakarta Pusat oleh PT. Bank OCBC NISP, Tbk yang

berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamal di OCBC NISP

Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio. Kav. 25, Jakarta dan memilih kuasa hukum

Yuhelson, SH., MH., MKn, Baredy E.W. B. SH, Felix Bonaparte, SH dan

Beni Wijanarko, SH, para advokat pada kantor Yuhelson & Partners sebagai

pemohon, melawan Liem Iwan Yuwana yang beralamat di Jalan Roda No 23,

Rt 002, Rw 006, Kelurahan Babakan Pasar, Kecaraatan Bogor Tengah, Kota

Bogor sebagai termohon.
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Mengenai duduk perkaranya, yang menjadi dasar dan alasan pemohon

pailit mengajukan permohonan pailit terhadap termohon pailit adalah

kedudukan termohon pailit selaku penjamin pribadi {borgtocht) adalah selaku

debitor iangsimg yang wajib membayar semua utang PT. Metalindo Perwita

kepada pemohon pailit.

Sejak Januari 2009, PT. Metalindo Perwita selaku debitor mengalami

kondisi kesulitan keuangan dan tidak mampu memenuhi kewajiban-

kewajibannya kepada beberapa kreditor salah satimya adalah PT.Bank OCBC

NISP, sehingga karena kondisi ketidakmampuan dari PT. Metalindo Perwita

tersebut, kreditor memohon kepada pengadilan untuk memailitkan PT.

Metalindo Perwita agar pelunasan piutang yang dimiliki kreditor dapat

terpenuhi.

Setelah proses kepailitan dilaksanakan, temyata harta dari PT.

Metalindo Perwita yang termasuk ke dalam harta pailit tidak mencukupi dari

jumlah piutang kreditor, sehingga kreditor meminta pertanggung jawaban

kepada personal guarantee atau garantor dalam hal ini Liem Iwan Yuwana,

yang telah mengikatkan diri sebelumnya melalui peijanjian jaminan dengan

kreditor untuk melunasi utang dari debitor dalam hal ini PT. Metalindo

Perwita apabila debitor tidak dapat melunasi utangnya kepada kreditor.

Setelah beberapa kali garantor dipanggil dan diberikan peringatan,

tetapi tidak juga menunjukkan itikad baiknya dalam mempertanggung

jawabkan kewajibannya kepada kreditor, maka kreditor memohon kepada
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pengadilan untuk memailitkan juga garantor dari PT. Metalindo Perwita

tersebut.

Dari perkara kepailitan yang dipaparkan, dapai disimpulkan bahwa

kedudukan hukum penjamin atau personal guarantee apabila debitor utama

dinyatakan pailit maka penjamin wajib memberikan pertanggungjawabannya

kepada kreditor apabila debitor utama tidak dapat memenuhi kewajibannya

sesuai dengan isi dari peijanjian jaminan yang teiah disepakati oleh kreditor

dan penjamin. Apabila penjamin tidak juga menunjukkan itikad balk, imtuk

memenuhi kewajibannya maka kreditor dapat memohon kepada pengadilan

untuk memailitkan pula penjamin pribadi atau personal guarantee.

B. Pertanggung Jawaban Pihak Personal Guarantee yang Dinyatakan Pailit

Terbadap Utang Debitor

Dalam suatu perkara seorang debitor yang memiliki seorang penjamin

atau personal guarantee atau borgtocht mempunyai tanggung jawab dalam

perkara kepailitan yang ditujukan kepada debitor utamanya. Dalam Pasal 1831

KUHPerdata dijelaskan bahwa seorang penjamin atau personal guarantee atau

borgtocht tidak diwajibkan ikut dan turut membayar kepada kreditor selain

jika debitor utama lalai dan aset-asetnya telah disita dan dijual terlebih dahulu

untuk melunasi utangnya.

Namun, pada Pasal 1832 KUHPerdata memberikan pengecualian

terhadap Pasal 1831 KUHPerdata, terhadap penjamin atau personal guarantee
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atau borgtocht dapat diajukan permohonan perayataan pailit, selain karena

telah melepaskan hak istimewanya apabila:

1. Apabila penjamin telah melepaskan hak istimewanya imtuk menuntut

supaya aset-aset debitor utama terlebih dahulu disita dan dijual.

2. Apabila penjamin telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan

debitor utama secara tanggung menanggung.

3. Debitor dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya menyangkut

dirinya sendiri secara pribadi.

4. Jika debitor dalam keadaan pailit.

5. Dalam hal penjaminan atau penanggungan yang telah diberikan

berdasarkan perintah pengadiian.

Dapat disimpulkan sesuai dengan pasal 1832 KUHPerdata angka 2

bahwa kedudukan antara debitor utama dengan penjamin atau personal

guarantee atau borgtocht adalah sama-sama seorang debitor. Akibatnya

penjamin atau penanggung tersebut juga berkewajiban melunasi utang debitor

utama kepada kreditor atau para kreditomya apabila debitor utama tidak

membayar utang yang telah jatuh waktu dan atau yang telah dapat ditagih.

Oleh karena itu, penjamin atau personal guarantee atau borgtocht adalah

seorang debitor maka penjamin dapat dinyatakan pailit berdasarkan Undang-

Undang Kepailitan.

Dalam perkara permohonan pailit antara PT. Bank OCBC NISP, Tbk

dengan Liem Iwan Yuwana pada Pengadiian Niaga Jakarta Pusat dilihat dari

akta jaminan atau borgtocht antara Bank OCBC NISP, Tbk dengan PT.
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Metalindo Perwita yang memiliki penjamin atau personal guarantee. Dalam

akta jaminan tersebut termohon pailit dalam perkara ini berkedudukan selaku

pihak penjamin pribadi atau personal guarantee atas ulang FT. Metalindo

Perwita. Sesuai dengan putusan No 72/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST

tujuan akta jaminan atau borgtocht tersebut adalah untuk menjamin

terlaksananya pembayaran utang PT. Metalindo kepada PT. Bank OCBC

NISP, Tbk sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima oleh debitor

utama (PT. Metalindo) dan PT. Bank OCBC NISP, Tbk sebagai pemohon

pailit dalam perkara ini.

Berdasarkan putusan pengadilan niaga tersebut pula tampak bahwa

kedudukan Termohon Pailit selaku penjamin pribadi {borgtocht) tersebut

maka termohon pailit menjamin dan karena itu beqanji dan mengikatkan diri,

untuk dan atas peimintaan pertama dari pemohon pailit dan tanpa syarat

apapun menggantikan kedudukan PT. Metalindo sebagai debitor dan/atau

membayar dengan seketika dan sekaligus kepada pemohon pailit untuk semua

utang dan/atau kewajiban yang hams dibayar oleh PT. Metalindo kepada

pemohon pailit, baik utang pokok, bunga, biaya-biaya dan Iain-lain jumlah

uang yang wajib dibayar berdasarkan peijanjian kredit.

Akibat kedudukan termohon pailit tersebut maka termohon pailit dapat

dikatakan sebagai debitor pula seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 2

alinea kedua akta borgtocht antara termohon pailit dengan pemohon pailit

yang menegaskan bahwa jaminan perorangan dari termohon pailit mempakan
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kewajiban pokok dan utang termohon pailit sendiri dan akibatnya dalam hal

ini pemohon pailit tidak diwajibkan untuk:

a Menagih kepada PT. Metalindo;

b. Mengajukan perkara atau menuntut PT. Metalindo melalui pengadilan;

c. Mengajukan permohonan penetapan pailit atau likuidasi terhadap PT.

Metalindo;

d. Mengambil pelunasan dari jaminan iainnya yang dipegang oleh

pemohon pailit sehubungan dengan kewajiban PT. Metalindo

berdasarkan peqanjian kredit.

Berdasarkan ketenUian di atas dapat dipastikan termohon pailit juga

merupakan debitor utama karena termohon pailit bersama-sama dengan

debitor utama yaitu PT. Metalindo mengikatkan dirinya secara tanggung

renteng. Sesuai dengan Pasal 1832 KUHPerdata bahwa termohon pailit dapat

dituntut untuk dipailitkan tanpa penyitaan dan penjualan aset-aset PT.

Metalindo untuk melunasi utangnya.

Pasal 1820 KUHPerdata yang mengatur tentang penanggungan

menyatakan bahwa penanggungan adalah suatu peijanjian dengan mana

seorang oihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk

memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak

memenuhinya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa

penanggungan adalah peijanjian dengan adanya pihak ketiga yang setuju

untuk kepentingan si berutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si

berutang, apabila pada waktunya si berutang sendiri tidak berhasil memenuhi
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kewajibannya. Berdasarkan Pasal 1820 tersebut terlihat bahwa personal

guarantee atau penjamin hanya dapat diminta pertanggung jawaban apabila si

berutang atau debitor utama tidak dapat memenuhi kewajibannya, tetapi jika

merujuk pada Pasal 1832 KUHPerdata pada angka 2 terdapat pengecualian

terhadap penjamin atau penanggung yang dapat langsung diajukan

perraohonan pemyataan pailit jika penjamin teah mengikatkan dirinya

bersama-sama si berutang atau debitor secara tanggung renteng. Dalam

perkara ini, perihal pengecualian tersebut dapat terlihat dari akta jaminan atau

borgtocht antara pemohon pailit dengan termohon pailit yang dalam hal ini

pihak penjamin beijanji dan mengikatkan diri tanpa syarat apapun utuk

menggantlkan FT. Metalindo sebagai debitor utama. Berdasarkan hal tersebut

dalam pertimbangan hukum putusan No 72/

PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST dinyatakan bahwa pada diri termohon

pailit melekat secara identik peijanjian pokok. Atas peganjian utang piutang

tersebut dengan sendirinya menurul hukum segaia kewajiban yang diajukan

terhadap debitor utama teijamin sama hakikatnya terhadap penjamin sebagai

garantor.

Dalam perkara pailit, apabila putusan pailit telah diucapkan, asumsi

orang awam, apalagi kreditor, bahwa besoknya, atau tidak lama kemudian,

debitor akan membayar utangnya. Anggapan yang demikian adalah keliru,.

Karena masih banyak tahap atau langkah yang harus dilalui yang

menghabiskan biaya tidak sedikit dan memakan waktu lama serta sulit untuk
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diprediksi. Langkah-Iangkah tersebut merupakan mekanisme dan prosedur

atau standar operasional prosedur yang hams dilalui, yaitu sebagai berikut:^^

1. Pengumuman, setelah putusan pailit diucapkan maka yang pertama

tugas Kurator adalah mengumumkan putusan pailit itu dalam dua surat

kabar harian. Satu surat kabar harian yang beredar secara nasional dan

satu lagi surat kabar harian lokal apabila ada yang bertempat tinggal di

anatara Debitor dan/atau Kreditor di daerah. Pengumuman tersebut,

selain memuat amar putusan pailit juga memuat waktu dan tempat

rapat kreditor serta batas akhir pengajuan tagihan.

Kemudian, di akhir kepailitan juga diumumkan. Pengumuman di awal

pailit dan Juga di akhir kepailitan, selain diumumkan di Koran, juga

diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman

diambil dari harta pailit.

2. Rapat Kreditor, rapat Kreditor mempakan acara penting dalam

kepailitan. Dalam rapat itu dibicarakan beberapa hal yang menyangkut

kepailitan debitor dan hartanya.

Rapat kreditor yang dipimpin hakim pengawas, antara lain diadakan

untuk memverikfikasi piutang; membentuk panitia kreditor, jika

kreditomya banyak; membicarakan perdamaian, dan penunjukan

penilai untuk menilai asset debitor pailit.

3. Penunjukan penilai (appreiser), untuk menghindari adanya perbedaan

harga atas harta pailit yang akan dijual oleh Kurator, maka untuk

S2
Syamsudin M Sinaga, Op.Cit, him 129-131
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menjaga objektifitas, ditunjuklah perusahaan penilai yang terdaftar di

instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu untuk menilai harta

pailit. Berdasarkan hasil penilaian itulah harga barang dijual oleh

Kurator.

4. Penjualan aset, setelah harta pailit dinilai harganya maka Kurator

menjual kepada peminaL Kurator tidak diperkenankan menjual di

bawah harga yang telah ditentukan penilai dan sedapat mungkin

diupayakan harganya di atas harga yang telah ditetapkan oleh penilai.

5. Pembayaran, pembayaran atau pengerabalian utang dilakukan setelah

harta pailit dijual. Hasil penjualan setelah dibayar pajak, biaya

kepailitan termasuk imbalan jasa Kurator, lalu sisanya dibagikan kepad

kreditor sesuai dengan porsi masing-masing. berdasarkan penelitian

dari laporan Kurator yang dilaksanakan oleh pusat pengkajian hukum

(PPH), rata-rata persentase pengembalian utang setelah diadakan

pembagian penutup, untuk kreditor konkuren 18,15%, sedangkan

untuk kreditor separatis 7,98%.
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

I. Pada Pasal 1832 KUHPerdata memberikan pengecualian terhadap Pasal

1831 KUHPerdata, terhadap penjamin atau personal guarantee atau

borgtocht dapat diajukan permohonan pemyataan pailit, selain karena

teiah melepaskan hak istimewanya apabila:

a. Apabila penjamin telah melepaskan hak istimewanya untuk

menuntut supaya aset-aset debitor utama terlebih dahulu disita dan

dijual.

b. Apabila penjamin telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan

debitor utama secara tanggung menanggung.

c. Debitor dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya

menyangkut dirinya sendiri secara pribadi.

d. Jika debitor dalam keadaan pailit.

e. Dalam hal penjaminan atau penanggungan yang telah diberikan

berdasarkan perintah pengadilan.

Dapat disimpulkan sesuai dengan pasal 1832 KUHPerdata angka 2 bahwa

kedudukan antara debitor utama dengan penjamin atau personal guarantee

atau borgtocht adalah sama-sama seorang debitor. Aklbatnya penjamin

atau penanggung tersebut juga berkewajiban melunasi utang debitor utama

kepada kreditor atau para kreditomya apabila debitor utama tidak
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membayar utang yang telah jatuh waktu dan atau yang telah dapat ditagih.

Oleh karena itu, penjamin atau personal guarantee atau borgtochi adalah

seorang debitor maka penjamin dapat dinyatakan paiiit berdasarkan

Undang-Undang Kepailitan.

2. Kedudukan hukum Personal Guarantee dalam hal debitor paiiit yang

mengikatkan diri secara tanggung-menanggung untuk memenuhi perikatan

si berutang manakala debitur utama sendiri yang tidak memenuhinya.

Dalam hal ini personal guarantee dapat diindetikkan dengan peqanjian

pokok sehingga proses pertanggung Jawabannya yang dilalui akan sama

halnya dengan proses kepailitan debitur utama.

Langkah-langkah tersebut merupakan mekanisme dan prosedur atau

standar operasional prosedur yang hams dilalui, yaitu sebagai berikut:^^

a. Pengumuman, setelah putusan paiiit diucapkan maka yang pertama

tugas Kurator adalah mengumumkan putusan paiiit itu dalam dua

surat kabar harian. Satu surat kabar harian yang beredar secara

nasional dan satu lagi surat kabar harian lokal apabila ada yang

bertempat tinggal di analara Debitor dan/atau Kreditor di daerah.

Pengumuman tersebut, selain memuat amar putusan paiiit juga

memuat waktu dan tcmpat rapat kreditor serta batas akhir

pengajuan tagihan.

Kemudian, di akhir kepailitan juga diumumkan. Pengumuman di

awal paiiit dan juga di akhir kepailitan, selain diumumkan di

5}Syamsudin M Sinaga, Op.Cit, him 129-131
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Koran, juga diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia.

Biaya pengumuman diambil dari harta pailit.

b. Rapat Kreditor, rapat Kreditor merupakan acara penting dalam

kepailitan. Dalam rapat itu dibicarakan beberapa hal yang

menyangkut kepailitan debitor dan hartanya.

Rapat kreditor yang dipimpin hakim pengawas, antara lain

diadakan untuk memverikfikasi piutang; membentuk panitia

kreditor, jika kreditomya banyak; membicarakan perdamaian, dan

penunjukan penilai untuk menilai asset debitor pailit.

c. Penunjukan penilai (appreiser), untuk menghindari adahya

perbedaan harga atas harta pailit yang akan dijual oleh Kurator,

maka untuk menjaga objektifitas, ditunjuklah perusahaan penilai

yang terdaftar di instansi yang mempunyai kewenangan imtuk itu

untuk menilai harta pailit. Berdasarkan hasil penilaian itulah harga

barang dijual oleh Kurator.

d. Penjualan aset, setelah harta pailit dinilai harganya maka Kurator

menjual kepada peminat. Kurator tidak diperkenankan menjual di

bawah harga yang telah ditentukan penilai dan sedapat mungkin

diupayakan harganya di atas harga yang telah ditetapkan oleh

penilai.

e. Pembayaran, pembayaran atau pengembalian utang dilakukan

setelah harta pailit dijual. Hasil penjualan setelah dibayar pajak,

biaya kepailitan termasuk imbalan jasa Kurator, lalu sisanya
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dibagikan kepada kreditor sesuai dengan porsi masing-masing.

berdasarkan penelitian dari laporan Kurator yang dilaksanakan

oleh pusat pengkajian hukum (PPH), rata-rata persentase

pengembalian utang setelah diadakan pembagian penutup, untuk

kreditor konkuren 18,15%, sedangkan mtuk kreditor separatis

7,98%.

B. SARAN

1. Bagi para penjamin (personal guarantee), hendaknya melaksanakan

kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau disepakati oleh

masing-masing pihak, baik itu pihak debitur maupun pihak kreditur, agar

peranan penjamin (personal guarantee) sebagai pihak ketiga dapat

terlaksana dengan baik, sehingga untuk kedepannya dapat menjalankan

segala tanggung Jawab secara maksimal.

2. Pada saat personal guarantee dinyatakan pailit, harus ada kejelasan

batasan antara nilai utang yang akan dipertanggungjawabkan oleh

personal guarantee dengan utang debitor.
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p li T U § A N
Nomor: 72/PAILIT/2010/PN.NIAQA.JI<T,PST

sebagaibenku,da,a.peratp*n'^^^^^^^
PT.BANK OCBC^NlSPTbk, (d/n PT.Bank NISP.Tbk), berkedadukan dan

Pusal di Jakarta, beralamat di OCBC NISP Tower
aan Pro|.Dr.Salrio.Kav.25. Jakarta 12940, dalam hal ini

EWBSH fT\ Baredy® ® dan Beni Wijanarko.SH, Parac  1tr Kb"'"
b::aX:r —

PEMOHON;
Terhadap:

Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor'
jawa Baral, selanjulnya disebal sabagai: TERMOHON ;

tersebut;

V  berhubungan dengan perkara Ini;-V ̂^^ah mendengar Kuasa Penobon, Kuasa Ter^ohcn dan^i^r^ur
lainnya yang hadir dalam persidangan;

ukan dalam persidangan
Telah memeriksa buklr-bukli surat yang die
oleh Pemohon dan Kreditur Lain;-

tentang duduknya perkara

beriku,:.P^_P hal-ha, .aobagai
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Aoapun yang menjadt dasar dan alasan PEMOHON PAILIT mengajukan
Permohonan Pailit lerhadap TER.MOMON PAILIT adalah sebsgai berikut :

KEDUDUKAN TERMOHON pailit SELAKU PENJAMIN PRIBADI
(BORGTOCHT) ADALAH SELAKU DEBITOR LANGSUNG YANG WAJIB
MEMBAYAR SEMUA UTANG PT.METALINDO PERWITA KEPADA PEMOHON
PAILIT.

1. Bahwa Pemohon Pailit merupakan suatu perseroan berbentuk Badan
Hukum. yang didrrikan menuml dan berdasarkan peraturan perundang-
undanyan yang berlaku di Republik Indonesia, yang bergerak dalam
bidang perbankan Nasional, dengan nama PT.Bank OCBC NISP Tbk
(d/h PT.Bank NISP.Tbk) dimana sebagai suatu Bank bcrt'ugas
mengumpulkan dana dari masyarakat dan sekaligus selaku Kreditor dalam
menyalurkan fasilitas kredit secara resmi kepada masyarakat;

2. Bahwa kedudukan Termohon Pailil adalah selaku pihak penjamin pribadi
(personal guarante) atas utang PT.METALINDO PERWITA (selanjutnya
disebut (PT.METAL1ND0) kepada Pemohon Pailit. sebagaimana terbukti
berdasarkan Akta Jaminan (borgtochl) Percrangan. No.74. tertanggal 20
Juni 2006. yang dibuat dihadapan Nyonya RETNO HANDAYANI
RAHAYU.SH. pengganti dari Nyonya ESTHER MERCIA SUUIMAN.SH.
Nolans di Jakarta Jo. Akta Pembahan dan Penegasan Kembali Jaminari
(borgtocht) Perorangan No.56 tertanggal 16 April 2007. yang dibuat

Nyonya ESTHER MERCIA SUL^IMAN.SH, Notaris dl Jakarta
disebut "Akta Borgtocht) (Vide bukti P-l)-

tersebut ditandatangani oleh Termohon Pailit
itfilj^alah untuk menjamin terlaksananya pembayaran utang
^<L|ND0 kepada Pemohon Pailit. sehubungan dengan faslllfas

kredit yang diterima oleh PT.METALINDO dari Pemohon Pailit.
sebagaimana terbukti berdasarkan
a). Akta Perjanjran Penyedlaan Fasilitas Kredit No.69 tertanggal 20 JunI

2006. (vide Bukti P-2) yang dibuat dihadapan Nyonya RETNO
HANDAYANI RAHAYU.SH. pengganti dari Nyonya ESTHER
MERCIA SULy\IMAN.SH, Notaris di Jakarta, yang telah dirubah
berdasarkan Akta Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian
Penyediaan Fasilitas Kredit No.55 tertanggal 16 April 2007. yang
dibuat dihadapan Nyonya ESTHER MERCIA SUUMMAN.SH, Notaris
di Jakarta. (Vide Bukti P-3):

IIrI'? il;iri l|;i| I>iiiiioii Nti T'J/l'Nitfl/pn I NIAOA
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b). Perjanjian Penyediaan Fasilitas Demand Loan, tertanggal 20 Juni
2006 (Vide Bukti P-4) yang telah diubah berdasarkan Perubahan
Perjanjian Fasilitas Demand Loan No.03869-0-01. tertanggal 16 April
2007. jatuh tempo tanggal 20 Junt 2008 (Vide Bukti P-5),-

c).

d).

Perjanjian Penyediaan Fasilitas Tern Loan tertanggal 20 Juni 2006,
(Vide Bukti
Peganjian Penyediaan Fasilitas Kredit Rekentng Koran (KRK)
tertanggal 20 Juni 2006 (Vide Bukti P-7) yang telah diubah
berdasarkan Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit Rekening Koran
No.050-01-00473457-001, tertanggal 16 April 2007, jatuh tempo
tanggal 20 Juni 2008 (Vide Bukti

(selanjulnya semua perjanjian-penanjian lersebul berikut pembahannya disabul
sebagai "Perjanjian Kredit);

4. Bahwa dalam kedudukkan Termohon PaNil selaku Panjamin Pribadi
(borgtocht) larsabul maka Termohan Pailit menjamin dan karena itu
began,, dan mengikalkan diri, untuk dan atas permintaan partama dari
Pemohon Pailil dan (anpa syarat apapun manggantikan kedudukan
PT.MEIALINDO sebagai Dabilor dan / alau mambayar dengan seketika
dan sekaligus kapada Pemahon Paili, untuk semua utang dan / atau
kewajiban yang hams dibayar oleh PT.METALINDO kepada Pemohon
Paint, baik utang pokok, bunga, biaya-biaya dan Iain-Iain jumlah uang yang

berdasarkan Peijanjian Kredif -

'lvV ...
hvya:

tidak I

dialur di dalamj^|2 alinea kedua Akta Borgtocht. yang menegaskan bahwa
" igan dari Termohon Pailit tersebut merupakan kewajiban
ing Termohon Pailit sendiri, dan karenanya Pemohon Pailit

^bkan untuk
a. Menaglh kepada PT.METALINDO;
b. Mengajukan perkara atau menuntut PT.METALINDO melalui

Pengadilan;
c. Mengajukan permohonan penetapan pailit atau likuidast tertiadap

PT.METALINDO , atau;
d. Mengambil pelunasan dari jaminan lainnya yang drpegang oleh

Pemohon Pailit sehubungan dengan kewajiban PT.METALINDO
berdasarkan Perjanjian Kredit;

Mill 1 (l;iri 7.0 I [ill I'liiiisui, Nii.7?yi';iilii/201(l/|'N.NlA<iA
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6. Bahwa selain ilu di dalam kelentuan Pasal 2 alinea pertama Akla
Borgtocht menegaskan bahwa jaminan pribadi dari TERMOHON PAILIT
lersebut akan berlaku secara terus menerus;

a. Tanpa terpengaruh keabsahan setiap Pasal atau ketentuan dalam
Perjanjlan Kredit maupun oleh Pailitnya PT.METALINDO alau seliap
pengubahan anggaran dasar PT.METALINDO;

b. Tidak akan berakhir karena adanyST pembayaran sebaglan jumlah
uang yang teruiang oleh PT.METALINDO berdasarkan Perjanjian
Kredit;

c. Tetap berlaku sarupai serrrua jumiah uang yang lerutang
berdasarkan Perjanjlan Kredit telah dibayar penuh. dan ;

d. Merupakan tambahan dan terlepas dari semua jaminan lain yang
dipegang oleh Pemohon Pailit sehubungan dengan kewajiban-
kewajiban PT.METALINDO berdasarkan Perjanjian Kredit;

7. Bahwa begitu juga halnya di dalam Pasal 2 alinea keempat Akta
Borgtocht, Termohon Pailit dengan tegas menyatakan dan menyetujui
bahwa jaminan pribadi yang diberikan oleh Termohon Pailit lersebut
dengan meiepaskan semua dan setiap hak serta hak-hak istimewa atau
hak utama yang oleh peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada

'  dalam Pasal-Pasal 1430. 1831. 1833. 1837. 1838,
1849 dari KItab Undang-Undang Hukum Perdata--

"b

BerdfeLfelhfe di atas jelas terbukti bahwa kedudukan Termohon
Pa,I,t Pribadi (borgtocht) adalah seiaku Debitor langsung
terhadap utang PT.METALINDO kepada Pemohon Pailit tanpa adanya
keharusan Pemohon Pailit menagih terlebih dahulu kepada PT.METALINDO
sehingga demi hukum kedudukan Termohon Pailit adalah seiaku Debitor terhadap
Pemohon Pailit yang wajib membayar semua utang PT.METALINDO yang telah
jatuh tempo dan dapat ditagih;

UTANG TERMOHON PAILIT KEPADA PEMOHON ■ PAILIT YANG TEUH
JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.

8. Bahwa di dalam Perjanjlan Kredit fersebut telah ditentukan mengenai
jangka waktu fas.litas kredit, yattu samoai donn^n tanqqal 20 JunI

ll:il 4 (l;iri ?.0 | [:il |>iiiiran No 77/P:iiIlt/?.0Hl/l'N NfAfiA
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2008, di mana apabila Termohon Pailit lalai atau tidak melaksanakan

kewajibannya untuk membayar utang kepada Pemohon Pailit sampai
dengan akhir penyediaan fasilitas kredit tersebut di alas. maka Perjanjian
Kredit tersebut menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih secara seketika;

Bahwa ternyata sampai dengan akhir penyediaan fasilitas kredit yaitu pada
tanggal 20 JunI 2008, Termohon Pailit tidak memenuhi kewajibannya
untuk membayar ufangnya kepada Pemohon Pailit. bahkan sampai
diajukannya Permohonan Pernyalaan Pailit a quo. Termohon Pailit tidak
pernah lagi membayar kewajibannya tersebut kepada Pemohon Pailit,
meskipun Pemohon Pailit telah berulangkali mengingatkan Termohori
Paiht agar segera melunasi semua utangnya tersebut baik secara lisan
maupun tertulis; _ _

c

10. Bahwa adapun lota! kewajiban / utang Termohon Pailit berdasarkan
Catalan pembukuan Pemohon Pailit sampai dengan outstanding utang per
tanggal 11 Oktcber 2010 adalah sebesar Rp.44.866.758.495.-(empat
puluh empat milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus
lima puluh delapan ribu empat ratus Sembrlan puluh lima rupiah),
dengan perincian sebagai berikut (Vide Buktl P-G);.:

o

Fasilitas'

Kredil Rakening Kofan

Mala Uang

(OR

Baki Debel

500.000.000

Gunga

354.340.317

Denda

119.760.702

Laln-lain

1.200.000

iyO-uste I

BakI Ochol

104.444

4.0CD.QOO

Bunga

19.665

793.130

Doncla Laln-lain

Mata Uang BakI Dobat

lOR

• Kurs Knnvc

37.142.426.667

mi li<in H - c:

Tout setufuh kewajiban

Bunga

7.603.351.126

Oonda

119.780.702

Latn-lain

1.200.000

Total

966.321.019

Tout

124.309

4.793.130

Tout

44.666.758.495

11. Bahwa untuk itu Pemohon Pailit telah berusaha menagih berulang kali dan
megingatkan Termohon Pailit agar segera melunasi semua utangnya
tersebut. sebagaimana terbuktl berdasarkan

a. SuratTeguran/Peringatan 1 (pertama) No.044/ARM 01.02/KR.05.02/

SP/l/HPN/lII/2009. tertanggal 27 Maret 2009 yang telah diterima oleh

f lHl ,*! Hal l>iitii<u)n Nn.7?yPnilii/7.nifi/PN.NtAOA



Temiohon Pailit pada tanggal 30 Maret 2009, (Vide Bukti P-10):-
b. Surat Teguran / Peringalan II (kedua) No.056/ARM 01.02/KR

05.02/SP.II/HPN/IV/2009 lerlanggal 24 April 2009 yang telah diterima
oleh Termohon Pailit pada tanggal 27 April 2009 (Vide Bukti P-11);—

c. Surat Teguran/ Peringatan III (ketiga/terakhir) No.059/ARM 01.02/KR
05.02/SP III/HPN/V/2009 tertanggal 4 Mei 2009 yang telati diterima
oleh Termohon Pailit pada tanggal 8 Mei 2009 (Vide Bukti P-12):

d. Surat Peringatan (Somasi) Terakhir dari Kuasa Hukum Pemohon
Pailit yaitu surat NO.62/Y&P/VIII/10. tertanggal 30 Agustus 2010
(Vide Bukti P-13);

12. Bahwa akan lelapi meskipun ulang tersebut telah jaluh tempo sejak
tanggal 20 Juni 2008 da sudah diperingalkan berolang kali, akan letapi
Termohon Pailit tidak juga melunaai semua utangnya, bahkan sampai

p., Permohonan Pemyataan Pailit a quo, Termohon Pailitbelum juga melunasi semua utangnya tersebut kepada Pemohon Pailit;—

Majelis Hakim Yang Terhormat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti dengan nyata bahwa Termohor, Pailit
mempunyai utang kapada Pemohon Pailit, dimana utang yang telah fatuh tempo

_  an dapat ditagih terhitung sejak tanggal 20 Juni 2008. Meskipun telah
dipenngatkan berulangkali. akan telapi Termohon Pailit tidak melaksanakan
kewajta^^nk membayar utang yang telah jatuh tempo tersebut. Dengan
denr^|t,>-sala^atu syarat agar Termohon Pailit dapat dinyatakan pailit

2 ayat (1) Undang-Undang NomorJahur,.2DtM t<«.|,g Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
, U.U.Kepailitan") sudah terpenuhi. karena terbukti mempunyai

iohon Pailil dan lida'k membayar utang yang telah jatuh tempo
agih;- ^

TERMOHON PAILIT MEMILIKI DUA ATAU LEBIH KREDITUR.

13. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Pemohon Pailil, selarn
mempunyai utang kepada Pemohon Pailit. Temiohon Pailit juga memiliki
utang kepada Kreditorlain. yaitu kepada :■

CITIBANK N.A., beralamat di Citibank Tower T'" tloor, Jalan Jendera!
Sudlrman Kav.54-55 Jakarta;

c.

Nal Han-jn Hal Piiiiican No ̂ ^/PailjtnOin/PN NIAP.A
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14. Bahwa berdasarkan uraian tersebul diatas. telah dapat dibuktikan secara
sederhana bahwa Termohon Pailil metnpunyai utang yang telah jatuh
tempo dan dapat ditagih {due and payabe) kepada Pemohon Pailif dan
Kreditcr Iain, sehingga dengan demikian Termohon Pailit demi hukum
harus dinyatakan Pailit, karena unsur-unsur pokck untuk menyatakan Pailit
Termohon Pailit sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1)
Jo. Pasal 8 ayat (4) U.U. Kepallltan, telah terpenuhi dengan sempurna
yaitu

Termohon Pailit mempunyal dua atau lebih Kredltor. yaitu
Pemohon Pailit beserta Kredltor lain, yaitu CITIBANK.N.A;--
Termohon Pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu
Utang yang telah Jatuh tetnpo dan dapat ditagih. yaitu utang
kepada Pemohon Pailit;

Pasal 2 ayat (1) U.U.Kepailitan. menyatakan :
" Debitor yang mempunyal dua alau lebih kredltor dan tidak
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu
dan dapat ditagih. dinyatakan pailit dengan putusan
Pengadilan. balk alas permohonannya sendiri maupun atas
permohonan satu alau lebih kreditornya"

Pasal 8 ayat (4) U.U.Kepailitan. menyatakan :
- Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila

keadaan yang terbukti secara sederhana

W  dinyatakan pailit sebagaimana
f- L i\^,!maksud dalam Pasal 2 aval t1 \ telah dioon. ,hj -fel ^5/ Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhl
^

sangat berdasar hukum apabila Ketua Pengadilan Niaga
n  1pada Piwj|a^i.4iegeri Jakarta Pusat alau Majelis Hakim Pengadila'n Niaga yang

mengadiii perkara a quo menyatakan Termohon Pailit dengan segaia akibal
hukumnya;

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS.

16. Bahwa sehubungan dengan proses kepaililan Termohon Pailit, maka
Pemohon Pailit memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim Pengadilan Niaga
yang mengadiii perkara a quo untuk mengangkat Hakim Pengawas dart

Hal 7 rfrtr!7n Hnl Piiinqan Nn 77/t>aii;i/?n Ifl/I'N KIIAfJ/



G

O

Hakim-Hakim Niaga Pengadilan NIaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat untuk mengawasi proses Kepailitan Termohon Pailit, serta sekaligus
berkenan menunjuk dan mengangkat; 1

EZRrN.SH, yang terdaffar sebagai Kurator dan Pengurus dl
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl

No.AHU.AH.04.03.06 tanggal 23 Januari 2009. berkantor di
Ruko Plaza Ciputat Mas B[ok.B / AA. Jalan Ir.H.Juanda
No.5A, Ciputat, Tangerang

-  IRMAN MUCHRI2AL BARRY.SE, yang terdaftar sebagai
Kurator dan Perigurus di Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Rl No.AHU.AH.04.03.19, tertangga! 30 April
2008. berkantor di Ruko Citra Mall Blok.B.3. Lantai2 No.25.
Jalan I Gusti Ngurah Rai. Jakarta Timur; —

Bersama-sama selaku Tim Kurator dalam hal Terrrohon Pailil dinyalakart Pailit
atau selaku Tim Perrgurus apabila masuk daiam proses Penundaan Kewaiiban
Pembayaran Utang (PKPU);

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Pailit kemukakan tersebut di atas, maka
dengan mi Pemohon Pailit memohon kepada Majeiis Hakim Pengadilan Niaga
yang mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan Putusan sebagai
berikut:

1. Menerimr ^ulkan Permohonan Pernyataan Pailil yang diajukan
oleh Pe/^hQij-Pajljih^^^k seluruhnya ;

2. / LIEM IWAN YUWANA. Swasta. bertempat
bnggal^o^^^alModa Nc.23. Rt.Q02. Rw.006. Kelurahan Babakanno.23. Kt.002. Rw.006. Kelurahan Babakan
Pasar. Tengah. Bogor. Jawa Baral. Pailit dengan segala
akibat hukumnya^—

3. Menunjuk Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Kepailitan Teneohon
Pailit; —

4. Menunjuk dan mengangkat:

EZRIN.SH, yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus dl
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Rj
NoyvHU.AH.04.03.06. tanggal 23 Januari 2009, berkantor
di Ruko Plaza Ciputat Mas Blok.B/AA. Jalan Ir.H.Juanda
No.5A, Ciputat Tangerang; _
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(RMAN (ViUCHRlZAL BARRYiBE, yang lerdaftar sebagai
Kurator dan Pengurus di Departemen Hukum dan Hak

Asasi Manusia Rl No.AHU.AH.04.03-19. tertanggal 30 April
2008. berkantor di Ruko Citra Mall, Blok.B3,Lt.2. No.25,
Jalan.l Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur;

Bersama-sama selaku Tim Kurator dalam hal Termohon Pailit dinyatakan
Pallit atau selaku Tim Pengurus apabila masuk dalam proses Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayarseluruh blaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang nnengadili petora a quo berpendapat lain. Pemchon
Paiilt mohon putusan yang seadil-adllnya (ex aequo et bone);

Menimbang. bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk
Pemohon datang menghadap Kuasanya dipersidangan FELIX BONAPARTE SH
dan BENl WIJANARKO.SH.. para Advokat pada Law Office YUHELSON &
PARTNERS, beralamat di Gedung Senatama. Lantai 4. Suite 401. Jalan Kwifang
Raya No.8. Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak dari dan oleh karenanya untuk -
dan atas nama PT. Bank OCBC NISP.Tbk (d/h PT.Bank NISP.Ttk).
berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta, beralamat di OCBC NISP Tower'
Jalan Prcf.Dr.Satrio Kav.25. Jakarta 12940. sesuai dengan Surat Kuasa Khusus
tertanggal ̂ ?Q|^^^2010, untuk Termohon datang menghadap Kuasanya yaitu
JAMES Advokad & Konsultan Hukum pada IRAWAN &
MITRA,^ja^f|i K.H. Moh. Mansyur No.20 (Roxy). Gedung Karya Lt 2
Jakarfaf^pa{..-^^ak>|an Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2010.'

^IM^'Wi^ITIBANK.N.A'., yang diwakili cleh Kuasanya : A.HARYO
VVIBOWO\^^^^l^t & Konsultan Hukum pada kantor OTTO HASIBUAN &
associates, beralamat di Kompiek Duta Merlin Bolk.B-30. Jalan Gajah Mada
No.S-S. Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November
2010;

Menimbang. bahwa dipersidangan telah dbacakan surat permohonan pemohon
mana Isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

yang
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Menimbang, bahwa lerfiadap permohonan Pemohon tereebu, Termohon telah
memberikan Tanggapannya tertanggal 30 November 2010. yang pada pokoknya sebagai
berikut

1- Kedudukan Temiohon PairitseJaku Penjamin Pribadi dari utang PTJWetalindo
Perwifa karena kredit yang telah diberikan oleh PT.Bank OCBC NISP.Tbk;

Bahwa kedudukan sebagai penjamin teisebut karena kredit yang dibenlcan oleh
Pemohon PaiH kepada PT.Metallndo Perwila. Pemohon kredit tersebut tidak akan
diberikan jika tanpa adanya jaminan dari Termohon PailiL Pada saat
menandatanganl Akta Jaminan Perorangan No.74, tertanggal 20 JunI 2006 yang
dibuat diTiadapan Nyonya Retno Handayani Rahayu.SH, pengganti dari Nyonya

• Esther Merda Sulalman.SH. Nolans dl Jakarta Jo. Akta Perubahan dan penegasan
kembali Jaminan perorangan Na56, tertanggal 16 April 2007 yang dibuat dihadapan
Nyonya Esther Merda SulaimaaSH. kedudukan Termohon Pa® adabh selaku
penguRjs perusahaan yang pada saat itu tidak mempunyai pinhan. Menglngat
kondrs. perusahaan yang ̂ ngat membutuhkan tambahan dana sehingga agar
kredit tersebut cair maka Termohon Pailrt beisedia menandatanganl akta
pemberian jaminan seperti tersebut

2. Tujuan Akta Borgtocht ditandatangani oleh Termohon Pailit adalah agar
Kredit yang diberikan oleh Pomohon Pailit dapat cair dongan kondisi jaminan
fix asset (tanah,bangunan.mosin) yang jauh dibawah nilai utang;

dari Termohon Pa® untuk mau menjamin secara perorangan
PT.Metanndo Perwita adalah semala-mata agat kredit yang

"kr kondisipdr^h^^gng ̂npt membutuhkan dana. dan ha! in! juga yang menjadi salah
memberikan kredit yang sangat

jika dibandingk^n dengan nilai jaminan fix asset;

3. Kedudukan Termohon Pailit sebagai penjamin pribadi dari PTJWetalindo
Perwita bukan berarti Termohon Pailit menggantikan kedudukan
PT.Metalindo Perwita selaku Debifur.;

Bahwa kedudukan Termohon Pailit selaku penjamin pnb^i utang dari PT.Metalindo
Perwita bukan menggantikan kedudukan PT.Metalindo Perwita selaku Debitur.
Kedudukan sebagai penjamin berarti bila pihak yang dijamin utangnya Trdak
membayar" barulah penjamin membayar utang dari pihak yang dijamin tersebut;;

ll=.I in >l:iri 7n il:<[ l'iitii«m Nn 7')/l>»i|iiOniO/l'M NtAfl/



Bahwa PT.Meiailndo Perwila selaku Debttur lelah memberikan Jamlnan berupa
beberapa tanah dan bangunan serta mesin-mesin pabrik, dan semuanya te!ah
dibenkan kepada Pemolion Pailit sebagai pembayaran utang dari PT.Metatindo
Perwita dan sampai saat ini tidak dirind berapa besarjam:na tanah dan bangunan
serta mesin-mesin tersebuf;

4. PT-Metalindo Peiwita pada saat pemberian kredit telah memberikan jaminan-
jamtnan berupa beberapa tanah dan bangunan serta mesin-mesin pabrik.;

Bahwa Pemohon Pailit (kJak mempertiitungkan nilai darijaminan-jaminan yang telah -
dibenkan oleh PT.lVletalindo Perwita berupa beberapa tanah dan bangunan serta
mesirwriesin pabrik.Padahal jaminaniaminan tersebut sangat likuid (mudah
dijadikan uang) . Bank c.q. Pemohon Pailit dalam memberikan kredit tentunya
sangat bertiatkhati sesuai dengan asas/prinsip kehatWiatian sehingga dalam
memben-kan salah safu pertimbangan keamanan tersebut adalah adanya jaminan
fix asset berupa tanah dan bangunan. mesin dan stok barang, yang semuanya rtu
menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit sesuai dengan prir^lp 5 C. dimana
salah satu C adalah "Collateral" Pemberian jaminarvjaminan tersebut adalah salah
satu komponen untuk memberikan beberapa besar kredit yang dapat diben-Ran
kepada Debitur. Namun justru jaminaniaminan tersebut sama sekair tidak
dipertirtungkan sebagai cara pembayaran oleh Pemohon- PaiTrt selaku pemberi
kredit;

Maka berdasarkan ^ana tersebut diatas maka kami selaku kuasa dari
Termohon Pailit moh ^^dilradilnya oleh MajeGs Hakim Yang Terhormat;-

Menimbang. maupun Kreditur lainnya tidak mengajukan Replik
danDuplik;-

Menimbang, bahwa untuk mengualkan daliWain permohonanny^. Pemohon PaiTit
telah mengajukan surat-surat bukti tertufis berupa fotocopy surat-eurat yang telah dtegaBsIr dan
telah diberi materai cukup yang diberi tanda P-1's/d P-9;—

1. Bukti P-1 Fotocopy sesuai aslinya Akta Jaminan (borgtocht) Penarangan, No.74,
tertanggal 20 Juni 2006, yang dbuat ■ dihadapan Nyonya Retno
Handayani Rahayu.SH. pengganli dari Nyonya Ester Merda
Sulaiman.SH, Nolaris di Jakarta Jo. Akla Perubahan dan Penegasan
Kembali Jaminan (borgtocht) Peroragan No.56 tertaggal 16 ;tpnl 2007.
yang dibuat dihadapan Nyonya Ester Merda Sulaiman.SH. Notaris di
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2. Bukti P-2

O

3. Bukti P-3

4. Bukti P-4

5. Bukti P-5

6. Bukti P^

7. Bukti P-7

8. Bukti P-8

9. Bukti P.9

10.BukfiP

V11.Buk(iP-l

12.Bukf]P-12

13.BuktiP-13

Jakarta, (yang dibert tanda Bukti P-1);

Foiocopy sesuai asiinya Akta Petianjian Penyedian Paste No.69
tertar^gal 20 Juni 2006, yang dibuat dihadapan Nydnya Retno
Handayani Rahayu.SH, pengganli dari Nyonya Ester Mercia
Sulaitnan.SH. Notaris di Jakarta, (yang diberi tanda Bukti P-2)
rolocopy sesuai asiinya Akta Perubahan dan Penegasan Kembali
Petjanjian Penyediaan FasiTitas Kredit No.55 tertanggal 16 Apnl 2007,
yang dibuat dihadapan Nyonya ESTHER MERCIA SULAIMAN.SH,
Notaris di Jakarta, (yang diberi tanda Bukti P-3)
Foiocopy sesuai asiinya Peijanjian Penyedian Fasilitas Demand Loan.
tertanggal 20 JunI 2006, (yang diberi tanda Bukti P-4);
Fotocopy sesuai asiinya Perubahan'Peijanjian Fasilitas Demand Loan
No.03869^1. tertanggal 16 April 2007, jatuh tempo tanggal 20 Juni 2008,
(yang diberi tanda Bukti

Fotocopy sesuai asiinya Perjanjian Penyediaan Fasrrtas Term Loan
tertanggal 20 Juni 2006, (yang diberi tanda Bukti P-6);
Fotocopy sesuai asiinya Peijanjian Penyediaan Fasilitas KredS Rekening
Koran (t<RK), tertanggal 20 Juni 2006, (yang diberi tanda Bukti P-7);
Fotocopy sesuai asiinya Perubahan Peijanjian FasiTitas Krecfit R^ening
Koran No.05CMX)473457-001. tertanggal 16 April 2007, jatuh tempo
tanggal 20 Juni 2008. (yang diberi tanda Bukti P-B);
Fotocopy sesuai asiinya Outstanding utang Termohon Pa® per tanggal

0ktot)er2010, (yang diberi tanda Bukti P-Q) •
ly sesuai asiinya Surat Teguran/Peringatan I (pertama)
^^M/01.02yKR05.02®P. l/HPNrtliy2009 tertanggal 27 Maret
/ang telah dilerima oleh Termohon Pailit pada tanggal 30 Maret
ing diberi tanda Bukti P-10)

y sesuai asiinya Surat Teguran/Peringata II (kedua)

No.05/ARMrt)1.02rt<R.*55/SPJ!yHPNW/2009. tertanggal 24 April 2009
yang telah diterima oleh Termohon Pailit pada tanggal 27 April
2009,(yang diberi tanda Bukti P-11);^

Fotocopy sesuai asiinya Surat Teguran/Peringatan III (ketga/terakhir)
NO.059/ARM. C1.02/KR 05.02/SP III/HPNA//2009 tertanggal 4 Mei 2009.
yang telah diterima oleh Termohon PaiTit pada tanggal 8 Mei 2009, ftrang
diberi tanda Bukti P-1

Fotocopy dari copy Surat Peringatan (Somasi) Terakhir dari Kuasa
Hukum Pemohon Pailit yailu Surat No.62A'SPA/l||/10. tertanggal 30
/Justus 2010, (yang diberi tanda Bukti P-13):^
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Menlmbang, bahwa Kredilur lain darl CITIBANK.NA telah mengajul^h alal^lat bukll
tertulis beojpa fotocopy surat-surai yang telah dllegalisir dan telah diberi materai cuKup dan
diberi tanda KL-1 s/d KL-8;

1. BuktiKL-1

2. BuktiKL-2

3. BuktiKL-0

4. Bukti KL-4

5. Bukti KL-5

6. Bukti KL-6

7. Bukti KL-7

8. Bukti KL-a

9. Bukti KL-9

:  l-otocopy sesuai as/inya Irrevocabfe Guaranty And Indemnfly (PerseonalJ
langgal 1 April 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Uem Iwan

Yuwana (Guarantor), (yang dberi tanda Bukti KH);
:  Fotocopy sesuai asfinya teijemahan resmt Bahasa Indonesia dari

Irrevocable Guaranty And Indemnity (Pereonal) tanggal 1 April 2008,
yang dibuat dan ditandatangani ctefi Liem Iwan Yuwana (Guarantor):

:  Fotocopy dari copy Surat tertanggal 14 November 2008 k^ada
PT.Metalindo Perwita Re: Notice Of Defeiuft, (>rang diberi tanda Bukti KL-
3):

;  Fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Cidera Janji, (yang diberi
tarxJa Bukti KL-4);

Fotocopy dari copy Second Notice Of Default, tertanggal 28 November
2008, (yang diberi tanda Bukti KL-5);

Fotocopy sesuai dengan asiinya Pemberitahuan Kedua Ctdera Janji. (yang
diberi tanda Bukti KL-6);

Fotocc^iy dari Copy Perihal Teguran / Somasi No.24/AHVV/OFUWZ2010,
(yang diberi tanda Bukti KL-7);

Fotocopy dari copy Perihal Sctfnas'/Teguran Terakhir Noj28/AHW/ OHA/ V/
2010. ̂ ng diberi tanda Bukti KL-6):^

Fotocopy sesuai dengan asUnya Total Tunggakan PT.t\telalinda Perwita
kepada CITIBANK,NA Indonesia, (yang diberi tanda Bukti KL-9);

t>awa dalam perkata Ini pihak Termchon fidak mengajukan bukti;

bahwa Kuasa PemoHbn dan Kuasa Termchon tidak mengajukan

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon dan lainnya tidak
mengajukan sesuatu apapun lag! dan mohon putusan

Menmbang. bahwa untuk mempersingkat uralan putusan ini. maka segala sesuatu yang
teijadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara petsidangan. haruslah
dianggap telah termuat dan merupakan baglan dalam putusan Ini;
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-  ; • TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan peimohonan Pemohon dan- tanggapan
Terrflohoti adalah sebagaimana (ersebut diatas:-

Menimbang. bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Teimohon dinyatakan Pailit
der^an segala akibat hukumnya;—^

Menimbang. bahwa daliWalil permohonan Pemohon agarTermohon dinyatakan PaM
pada pokoknya adalah sebagai benkut

-  Bahwa kedudukan Termohon Pailit selaku penjamin pribadi
(Bcrgtocht) adalah selaku Ctebitor langsung yang wajib membayar
semua utang PT.MetaIindo Peiwita kepada Pemohon PaiEt;
Bahwa utang Temiohon kepada Pemohon telafi jatuh Tempo dan
dapatdrtagih;

O  - Bahwa Teimohon memiliki dua atau lebih Kreditor;

Menimbang. bahwa guna menguatkan dalikJalfl Pemiohonannya tersebut diatas. maka
Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode bukti P-1 sampai dengan P-9 dan
bukti Kreditor Lain yang diberi kode bukli KL-1 sampai dengan KL-3. bukfH:ukti mana 'teteh
diben materai cukup dan telah disesuaikan dengan asllnya serla felah dilegalisir;

Menimbang, bahwa Teimohon pada pokoknya mengakui adanya utang dari
PT.Melalindo perwita kepada Pemohon PT.Bank OCBC NOSP.Tbk. dimana Termohon
seb^ai^^n dengan menyerahkan jaminan fix asset (tanah, bangunan. mesin) .namun

PT-Metarindo Perwila bukanO' m^r^Dkan .k^^kan PT.Melaiindo Perwita selaku Debitor, akan tetapi bila phak yan^
li^ dibayar barulah penjamin membayar utang dari pihak yang djamin
I "■ iJ •

bahwa pihak Termohon same sekali tkiak mengajukan bukti guna
men^uhkan dail bantahannya

Menimbang. bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah
apakahTetmohon selaku penjamin adalah merupakan Debitor dari Pemohon?

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan kalau pihak Pemohon mendaMkan kalau
pihak Pemohon adalah Kredrlor dari Termohon. namun pihak Termohon menyangkal dengan
dalil bahwa Termohon bukan mengganUkan kedudukan PT.Meta[indo Perwita selaku Debitor.
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akan tetapi kedudukan sebagai penjamin berarti bila pihak yang dijamin utangnya tkJak
membayar baojlah penjamin membayar Uang dari pihak yang dijamin teisebul;

Menimbang. bahwa dari bukfi P-1 berupa AWa Jaminan (Bo;gtocht) Perotangan No.74
langgal 20 Juni 26 antara Termohon Tuan Uem Iwan Yuwana dengan Tuan Maralinus
Adrianto Setio atas nama PT.Bank NISP.Tbk yang selanjutnya dilakukan Pembahan dan
Penegasan Kembali Jaminan (Boigtocht) Perorangan tanggal 16 April 2007 No.56, serta Akfa
Perubahan dan Penegasan Kembali Perubahan Penyediaan FasHitas Kredrt tanggal 16 April
2007 No.55 (Bukfi P-3) yang dihubungkan dengan Akta Peganjlan Penyediaan FasiTitas Kr&fi
tanggal 20 Juni 206 No.69 (Bukfi P-2) dimana dalam Pasal 2 afinea keempat Akta Jaminan
(Borgtocht) dimana dengan (egas dialur kalau jaminan ini diberikan oleh Penjamin kepada
Bank dengan melepaskan semua dan sefiap hak serta hak4iak utama yang oleh peraturan
hukum yang beriaku diberikan kepada seorang Penjamin. antara lain (tetapi tidak terbatas)
hak-hak dan hak-hak utama yang teimaktub dalam Pasal1430,1831,1833.1837.1838 1842
dan 1847 sampai dengan 1849 dari Kitab UndangrtJndang Hukum Pe'rdata. maka' tebh
terbukti kalau Penjamin dalam hal ini Termohon adalah Debitor dari Pemohon atas pinjaman
PT.Metalindo

Menmbang. bahwa selanjutnya Majeirs akan mempertimbangkan apakah Debitordapat
dinyatakan PaiW alas dasar permohonan Pemohon selaku Debiton—

Menimbang. bahwa untuk menyatakan Debitor PaiDt harus dipenuhi ketenluan Pasal 2
ayat (1) UndangTJndang No.37 Tahun 2004 tenfang Kepailten dan penundaan Kewajlban
Pembayaran Utang yang pada pokoknya merumuskan "Debitor yang mempunyal dua alau
lebih Kr^da^^membayar lunas sedS<ilpun satu utar^ yang telah jatuh waktu dan
dapat da^iH^^yrat^Paait dengan putusan PengadHan. baik atas permohonannya sendiri
rnaupu^'^^^^^,^,^^ atau lebih Kreditomya--

II
* aa . I t , \ I/. . ̂ m

dan Te

telah terbukti kalau hubungan hukum antara Pemohon
J^g^fa^'^ubungan antara Pembeti Kredit dengan penjamji dari penerima

Kredit, maka selanjutnya MajeEs akan mempertimbanhkan apakah dengan tidak diiunasinya
utang dari FT.Melanndo kepada Pemofion adalah merupakan utang dari Termohon;

Menimbang. bahwa berdasatkan bukfi P-4 sampai dengan Bukti P-8 yang dpeikuat
dengan Bukfi" P-9 berupa Peijanjian Kredit antara Pemohon dengan dengan PT.MetaIindo
Perwita yang difindak lanjufi dengan outstanding utang maka telah terbukti utang PTJutelaEndo
Penvita telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa Pasal 2 alinea keempat Akta Jaminan (Borgtocht) dimana dengan
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tegaS diatUr kalau jamiriari rn( diberikan oleh Penjamirl kep^a ̂ nk dengan melefi&skan
Bemua dan seliap hak scrta hok-hok ulama yang oleh peratufsn hukum yang beilaku
diberikan kepada seofang Penjamin, anlara lain (fetapi tidak teibalas).hak-hak dan hak-hak
ulama yang temiaktub dalam Rasa; 1430. 1031. 1833. 1837. 1838. 1842 san 1847 sampai
dengan 1849 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. maka telah terbukb' kalau Penjamin
dalam hal inr Termohon adalah debitor dan Pemohon atas penjamin PT.Metar.xJo PenMta
maka telah terbukti kalau Temiohon selaku Penjamin berkewajiban untuk melunasi utang
tersebut dengan demikian maka telah tefbukti adanya utang;—

Menimbang. bahwa oleh kaa=na ulang PT.Melalindo Pemta kepada Pemohon diakui
cteh Teanohon kabu ulang le,sebu, lebh jaluh tempo, namun Teanchon hanya membante
kalau Teanohon tdak mengganlikan kedudukan PTiMelalindo PenvHa sebagai Debitor
Pemohon, begjupula denga ulang Teanohon kepada KredSur Lain yaitu CmBANKNA
^abiana bukli KL-1 sampai dengan KL-3, maka dengan telah teri^nya Teanohcn
dalam Akta Jamtean Penxangan telah mengesampingkan bebempa Pasal KUHPerdala yakni

enluan mengenai kewajiban si penerima jaminan unluk tertebih dahuli, menagihDeblor,^

Menimbang, bahvra adanya ketenluan Pasal 1831 KUHPerdala adabh kaiena Pasal
1ffiO t^HPesdala yang mengatur hakta, penanggungan atau esensi dari penanggungan
15* pJiak ketiga atau orang lain yang menanggung kerajban Debitor terhadap Kreditomya
bilamana Debitor tidak membayar utang;
Mahkamah Agung dalam pulusannya N0.17.PKW1999 menegaskan bahwa sesuai dengan
cm atau karakler subsidair guarantee yang digariskan dabm Pasal 1820 KUHPerdala maka
padajHOetmohon melekat secara identk peganjian pokok Dalam keadaan dari subsHalr
yang mengkonstruksi mengenai idenfflr perpnjlan pokok. Atas perpnjian utang phrtang

ke^jiban yang diajukan terhadap di
tej]«.8an1a.hakekatnya terhadap penjarrtn sebagai guarantor;

■5 /

1$ ^ be-^-kan uraian tersebut diatas maka telah terbukti kalau
."Tf Pemohon dan CmBANfCNA yang telah jatuh^  ditagih. maka syarat unluk dlnyatakan Pallit dengan putusan Pengadilan

yang ditenlukan dalam Pasal 2 ayat (1 UndangOndang No.37 Tahun 2004
tentang KepaiCtan dan penundaan Kewajban Pembayaran Utang telah terpenuhi;

Menimbang, bahvra berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undan^ndang Na.37 Tahun 2004
tentang KepaTrtan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Ulang yang merumuskan
Permohonan pemyataan PaiEt harus persyaratan untuk dinyalakan Pailit sebagaimana
drmaksud dalam Pasal 2 ayat (1) lolah terpenuhi;.
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Menimbang, bahwa oleh kaiena Tennohon mengakui utang dari FT.Mefalindo P'
kepada Pemohon telah jatuh wakiu dan belum dibayar, begitupun ulang Teiniohon I
C1TIBANK.N^ maka beoJasarton Pj^g^-KUtjPgdatejgng meaimuskan "Pengakuan
yang dilakukan dimuka Hakim membenlon suatu bukU yang sempuma teihadap siapa yang
felah melakukannya balk sendiri maupun dengan peranlara seorang yang khusus dSojasakan
untuk itu" sehingga dengan diakulnya ulang teisebut maka telah terbukli secara sederfiana
mengenal adanya utang yang lelah jatuh waklu dan dapat dilagih. dengan demikian maka apa
yang telah disyaralkan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang
Kepairitan dan penundaan Kewajtoan Pembayaran Utang telah terpenuhi;

Menmbang, bahwa oleh ka:ena Temiohon dinyatakan pailit maka berdasarion Pasal
15 ayat (1) Undang4Jndang No.37 Tahun 2004 tenteng Kepaifrtan dan penundaan Kewajiban
Pembayaran Uang hams ditunjuk Kurator dan seorang HaWm Pengawas dari Hakbi
Pengadilan N.aga pada Pengadibn Neged Jakarta Pusat yang namanya akan cTrtertukan
dalam

Manimbang, bahwa Pemohon dalam Pemiohonannya lelah memohonkan agar
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjuk dan mengangkat

EZRIN.SH, yang terdaflar sebagai Kurator dan Pengums di
Deparlemen Hukum dan Hak Azazi Manusia Ri NoJ^HU. AH. 04.
03.06 tanggal 23 Januari 2009, berkantor di Ruko Plaza Ciputat Mas
Bb .B /AA Jabn lr.H.Juanda No.5A. Ciputat. Tangerang:

-  IRMAN MUCRIZAL BARRY.SE. yang terdaftar sebagai Ku^
dan Pengufus di Departemen Hukum Hak Azazi Manusra R|
NoAHUAH.04.0319. tertanggal 30 April 2008, berkanlor di Ruko
Cilia Mall Blok.B.3. Lantai 2 No55, Jalan I Gusli Ngurah Rai. Jakarta
iTmur;

li Kurator;

kepentingan

^  oleh karena Majefis Hakim tidak menemukan adanya benturan
dengan pbak Pemohon maupun dengan pihak Teimohon, makao  iiwupun aengan pibak Termohon. m

Permohonan Pemohon Pailit tentang penunjukan Kurator teisebut patut untuk d3<abulkan;-

Menimbang, bahwa mengenai imbaian jasa bagi Kurator dan biaya KepaiHan akan
ditetapkan kemudian setelah Kurator menyelesa-|kan / menjalankan tugas^ugasnya dengan
berpedoman pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesa No.iymr.05.1—
Th1998, tanggal 22 September
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Menimbang. bahwa oleh katena pcmiohonan Pemohon dikatxikan. maka menufU
hukum biaya yang timbul dalam pomiohonan ini harus dibebankan kepada Termohon yang
besamya akan ditentukan dalam amar putusan ini;^

Menimbang, bah™ mengenai hathal lahnya kamna Mak mieiran maka iidak
dpertimbangkan:

Mengingat dan mempertiabkan Pasal2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4) UU No.37 Tahun 2004
^ Kepaaian dan PKPU. Pas^ 1831 KUHP^a^ seda pasa^^
dengan perkara ini

mengadili

1 MengabuBtan permohonan Pemohon unluk sefuruhnya;-

2.MenyatakanTehnohcnUEMWANYUWANAPai, dengansagabakl« Hukumnya;—
3.Menunjuk dan mengangkat

SH. yang tenfater sebagai Kumior dan Pengums di Dspademsn Hukum dan

^/toMan.««raNoAHUm04.03.06.a,^l23J^ri2009,b«ta^dR^
FtoaCpulatMasBlQk.BfM,jalanlr.H.JuandaNo.5A.C^Tangerang;

Pswms di

Ci ,,^/^^^^^^'*dmdanHakAzaziManusiaRI NoJVHUAH.CK.0319, lalanggai 30
"''^=n'«^'«R"toC»mMa.Bk=kB.3,Lana2No^.JabnlC3us«^^

Sdr,H,Wu^^SH|MH.sebaga,Hakh.NiagapadaPtengadlanN^^
Pusat sebagai Hakim Pengawas;

5. »hbabn Jasa Kiaaccr dan Kepa.^
setelahKuratormenjalankan tugasnya;

e. '|^'«*dniTem«*onunlukmembayarbiayayan9tM*JdaiampemK^
h«<9gakndipedKungkanaebeaarRp.3.e91.0(X).-Crgaiutaenamratusaemblanpuluh
satu tixj mpt^);-
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Demikjan diputuskan dalam rapat pennusyawaralan Majelis Hakim Pengadiian Negeri
Jakarta Pusat pada Benin, tanggai 6 Desember 2010 oteh Kami NIRWANA.SHJWIH, sebagai
Hakim Ketua H.SUWIDYA.SHJ-LM, dan HERU SUSAhfT05H, masir^^nasing
sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang tecbtte untuk
umum, pada hari Kamis, Tangga! 9 Desember 2010, oleh Majelis Hakim tefsebut dergan
dibantu MARYATl.SH.MH, Partea Pen^anti. pada Pengadiian tereebut dengan
dihadiri oieh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hiiojm Teimcrfion;^

Hakkn+iaWm Anggota, Hakim t^tua,

H.SLfWlDYA.SHJLLM.

HERLr^USSMTO.SH, HJ.NiRWANA.SHJVlH,

Panitera Pengganti,

WIARYATLSKMH,

p"

V'ii

V.
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